REPUBLIK INDONESIA

No.757, 2018 KEMENHUB. Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor
Peti Kemas Terverifikasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 53 TAHUN 2018
TENTANG
KELAIKAN PETI KEMAS DAN
BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3),
Pasal 95 ayat (5), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal
99 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 105 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan dan
Pasal 149 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran serta dalam rangka melaksanakan pemberlakuan
persyaratan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
sebagaimana diatur dalam amandemen SOLAS 1972 Bab IV
Pasal 2, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas

Terverifikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang

Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4227);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang
Mengesahkan "International Convention For The Safety
of Live at Sea, 1974", sebagai Hasil Konferensi
Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut 1974,
yang telah Ditandatangani oleh Delegasi Pemerintah
Republik Indonesia, di London, Pada Tanggal 1
November 1974, yang merupakan  Pengganti
"International Convention for The Safety of Life at Sea,
1960", sebagaimana terlampir pada Keputusan
Presiden ini (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1980 Nomor 65);

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989 tentang
Pengesahan  International Convention for  Save
Containers (CSC) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1989 Nomor 20);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 130
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit
Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1400);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1401);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun
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Menetapkan

15.

2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal
Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 282)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi
bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan
Klasifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1818);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 1012);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
KELAIKAN PETI KEMAS DAN BERAT KOTOR PETI KEMAS
TERVERIFIKASI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang
berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang
memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat
dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut
serta dirancang secara khusus untuk memudahkan

angkutan barang dengan satu atau lebih moda
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transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan
kembali.

Pengikat Sudut Peti Kemas (Corner Fitting) adalah
pengaturan lubang-lubang dan muka pada bagian atas
dan/atau dasar peti kemas untuk tujuan penanganan
penumpukan dan/atau pengikatan.

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis
tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga
mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda,
termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,
kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung
dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang
memenuhi persyaratan material, konstruksi,
bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata
susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan
alat penolong dan radio, elektronika kapal yang
dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan
pemeriksaan dan pengujian.

Muatan adalah berbagai barang, perangkat, barang
dagangan, dan bagian dari setiap jenis apapun itu yang
diangkut dalam peti kemas.

Peti Kemas Baru adalah peti kemas yang awal
produksinya dilakukan pada atau setelah Peraturan
Menteri ini diundangkan.

Peti Kemas Lama adalah peti kemas yang bukan peti
kemas baru.

Pemilik Peti Kemas adalah orang perseorangan atau
badan usaha termasuk penyewa atau penjamin.

Tipe Peti Kemas adalah jenis desain yang disahkan
oleh Pemerintah.

Type Design adalah peti kemas yang dibuat
berdasarkan dengan persetujuan jenis desain.
Prototype adalah peti kemas yang mewakili dari peti
kemas yang dibuat atau dibuat berdasarkan dengan

Type Design.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate)
adalah pelat persetujuan kelaikan peti kemas.

Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next
Examination Date/ NED) adalah tanda pada atau dekat
pelat  persetujuan kelaikan peti kemas yang
menunjukkan  tanggal maksimum = pemeriksaan
berikutnya.

Berat Kotor Maksimum Operasi atau Rating (R) adalah
berat maksimum kombinasi yang diizinkan dari peti
kemas dan muatannya.

Berat Kotor Peti Kemas adalah berat gabungan dari
berat tara peti kemas dan berat semua paket kemasan
dan barang-barang muatan (cargo items), termasuk
palet, bantalan pelindung (dunnage), serta bahan
kemasan lainnya dan bahan pengaman lainnya yang
dikemas ke dalam peti kemas.

Bahan Kemasan adalah bahan yang digunakan atau
untuk digunakan dengan kemasan dan barang-barang
muatan (cargo items) untuk mencegah kerusakan,
namun tidak terbatas pada peti, blok, pengepakan
drum, kotak, dan tong tetapi tidak termasuk bahan
dalam kemasan yang disegel tersendiri untuk
melindungi muatan barang dalam kemasan.

Kemasan Peti Kemas adalah peti kemas yang dimuati
(diisi) dengam bahan cair, gas, padat, paket barang
muatan termasuk palet, bantalan pelindung (dunnage),
serta bahan kemasan dan pengaman lainnya.

Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross
Mass/VGM) adalah jumlah keseluruhan berat kotor
dari kemasan peti kemas yang diperoleh melalui salah
satu metode yang ditetapkan.

Pengirim Barang yang selanjutnya disebut Shipper
adalah badan hukum atau perorangan yang tercantum
dalam dokumen pengangkutan barang (Bill of Lading
atau Seaway Bill) atau dokumen pengangkutan barang
multi-moda yang setara (misalnya "through' Bill of

Lading sebagai pengirim dan/atau seorang (atau dalam
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nama atau atas nama) yang telah ditetapkan dalam
kontrak pengangkutan oleh perusahaan pelayaran.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat
Pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian
di bidang keselamatan kapal.

Surveyor adalah petugas yang memiliki keahlian untuk
melakukan pemeriksaan dan pengujian peti kemas
yang dibuktikan dengan sertifikat yang bertugas pada
badan klasifikasi yang ditunjuk atau badan usaha
yang ditunjuk.

Badan Klasifikasi adalah lembaga klasifikasi kapal
yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan
permesinan kapal, jaminan mutu material marine,
pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan
perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.
Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan
terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.

Badan Usaha Yang Ditunjuk adalah badan usaha yang
diberikan kewenangan oleh Menteri untuk
melaksanakan pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi
kelaikan peti kemas.

Petugas Pemeriksa adalah petugas pemeriksa
Pemerintah yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan terhadap penggunaan peti kemas.
Pengangkutan Internasional adalah pengangkutan peti
kemas melalui laut antara pelabuhan keberangkatan
dan pelabuhan kedatangan pada 2 (dua) negara yang
salah satunya negara anggota konvensi CSC 1972.
Pengangkutan Nasional adalah pengangkutan peti
kemas melalui laut antara pelabuhan keberangkatan
dan pelabuhan kedatangan di dalam kawasan
Indonesia.

Pemuatan adalah kegiatan menaikkan dan
menurunkan muatan termasuk menyusun, menata
dan memadatkan muatan dalam ruang muat atau

tempat-tempat yang diizinkan untuk itu di atas kapal.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah
Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut.

Konvensi adalah konvensi kelaikan peti kemas Tahun
1972 (Convention of Safe Container, 1972).
Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan,
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor
Pelabuhan Batam, dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut.

Direktur  Jenderal adalah  Direktur Jenderal
Perhubungan Laut.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini berlaku untuk:

a.

Peti Kemas yang digunakan sebagai bagian dari alat
angkut di kapal yang digunakan untuk Pengangkutan
Internasional dan masuk ke pelabuhan di Indonesia;

Peti Kemas yang digunakan sebagai bagian dari alat
angkut di kapal yang diangkut dari pelabuhan di
Indonesia untuk dikirim ke pelabuhan negara lain; dan
Peti Kemas yang digunakan sebagai bagian dari alat
angkut di kapal yang diangkut antarpelabuhan di

Indonesia.
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BAB III
KELAIKAN PETI KEMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Setiap Peti Kemas yang akan dipergunakan sebagai

bagian dari alat angkut di kapal wajib memenuhi

persyaratan Kelaikan Peti Kemas.

Kriteria Peti Kemas yang akan dipergunakan sebagai

bagian dari alat angkut di kapal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. Dbersifat permanen dan kokoh sehingga dapat
digunakan berulang kali;

b. dirancang khusus untuk memfasilitasi
pengangkutan barang melalui 1 (satu) atau lebih
moda transportasi tanpa pemuatan ulang;

c. dirancang untuk diamankan dan/atau mudah
ditangani, memiliki Pengikat Sudut Peti Kemas
(Corner Fitting) untuk tujuan operasional; dan

d. memiliki ukuran luas yang ditutupi oleh 4 (empat)
sudut bawah bagian luar yaitu minimal 14 (empat
belas) meter persegi (150 kaki persegi) atau
minimal 7 (tujuh) meter persegi (75 kaki persegi)
apabila dipasang Pengikat Sudut Peti Kemas
(Corner Fitting) pada bagian atas.

Persyaratan Kelaikan Peti Kemas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. persyaratan Kelaikan Peti Kemas Baru; dan

b. persyaratan Kelaikan Peti Kemas Lama.

Untuk mengetahui dipenuhinya persyaratan Kelaikan

Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

terhadap Peti Kemas dilakukan Pemeriksaan,

Pengujian, Sertifikasi, dan Pengawasan.
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(1)

(2)

(1)

(2)

-10-

Bagian Kedua

Persyaratan Kelaikan Peti Kemas Baru

Pasal 4
Persyaratan Kelaikan Peti Kemas Baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, meliputi
persyaratan kelaikan Peti Kemas sebagaimana diatur
dalam konvensi.
Persyaratan Kelaikan Peti Kemas Baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi pada saat Peti

Kemas akan diproduksi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Kelaikan Peti Kemas Lama

Pasal 5
Persyaratan Kelaikan Peti Kemas Lama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, meliputi
persyaratan Kelaikan Peti Kemas yang diatur dalam
Peraturan Menteri ini.
Persyaratan Kelaikan Peti Kemas Lama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi bagi:
a. Peti Kemas yang telah digunakan untuk
mengangkut muatan; atau
b. Peti Kemas Baru yang sudah diproduksi dan
belum mendapatkan persetujuan pada saat

diproduksi oleh pabrik pembuat Peti Kemas.
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BAB IV
PEMERIKSAAN, PENGUJIAN,
DAN SERTIFIKASI PETI KEMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6
Pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi Peti Kemas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4),
dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal
atau Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Badan
Klasifikasi Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), melaksanakan Pemeriksaan, Pengujian, dan
Sertifikasi Peti Kemas atas penunjukan dari Menteri.
Selain Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau
Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan, Pengujian, dan
Sertifikasi Peti Kemas dapat dilakukan oleh Badan
Usaha Yang Ditunjuk oleh Menteri.
Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dapat mendelegasikan penunjukkan Badan
Klasifikasi atau Badan Usaha yang ditunjuk untuk
melaksanakan Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi
Peti Kemas kepada Direktur Jenderal.
Pelaksana Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Peti
Kemas oleh Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau
Badan Usaha Yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh Surveyor.
Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5),
harus memiliki kompetensi di bidang kelaikan Peti
Kemas atau pernah mengikuti pendidikan dan
pelatihan di bidang kelaikan Peti Kemas dengan

kompetensi yang setara.
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(7)

(1)

(2)

(3)

-12-

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan di bidang kelaikan Peti
Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur

dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7

Untuk mendapatkan kewenangan melaksanakan

Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Peti Kemas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Badan

Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang

Ditunjuk mengajukan permohonan kepada Direktur

Jenderal dengan menggunakan format Contoh 1

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki surat izin usaha dalam bidang jasa
transportasi yang terdaftar pada instansi terkait;

b. memiliki tenaga surveyor di bidang pemeriksaan
dan pengujian Kelaikan Peti Kemas;

c. memiliki kantor cabang di seluruh Indonesia;

d. memiliki standar operasional prosedur
pemeriksaan, pengujian, dan sertifikasi Peti
Kemas;

e. memiliki peralatan pengujian untuk menentukan
Kelaikan Peti Kemas; dan

f.  bukti kerjasama dengan pihak lain dalam
penyediaan peralatan dan/atau perlengkapan
pengujian.

Bukti kerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan

peralatan dan/atau perlengkapan pengujian

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dalam
hal Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan

Usaha Yang Ditunjuk tidak memiliki peralatan

dan/atau perlengkapan dan bekerja sama dengan

pihak lain.
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Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelitian
atas persyaratan untuk mendapatkan kewenangan
melaksanakan Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi
Peti Kemas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan
permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan dengan menggunakan format
Contoh 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Permohonan yang dikembalikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan kembali
kepada Direktur Jenderal setelah permohonan
dilengkapi.

Dalam hal berdasarkan penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi,
dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja, Direktur
Jenderal menerbitkan Penunjukkan Pelaksanaan
Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Peti Kemas
dengan menggunakan format Contoh 3 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8
Penunjukkan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengujian,
dan Sertifikasi Peti Kemas kepada Badan Klasifikasi
Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7),
dikeluarkan dengan masa berlaku S (lima) tahun dan
setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal
dan Sekretaris Jenderal untuk memastikan masih
terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2).
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(2) Hasil Evaluasi Penunjukkan Badan Klasifikasi Yang
Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam Berita Acara Evaluasi dan dilaporkan kepada

Direktur Jenderal.

Pasal 9

Badan Klasifikasi atau Badan Usaha yang telah

mendapatkan Penunjukkan Pelaksanaan Pemeriksaan,

Pengujian, dan Sertifikasi Peti Kemas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), memiliki kewajiban:

a. melaksanakan kegiatannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perkapalan
dan peraturan perundang-undangan yang terkait
lainnya;

b. menyampaikan laporan kegiatannya setiap 6 (enam)
bulan sekali kepada Direktur Jenderal; dan

c. menyampaikan laporan setiap pelaksanaan
Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Peti Kemas
kepada Syahbandar dan Penyelenggara Pelabuhan

setempat.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Baru

Pasal 10
Jenis pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas Baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
a. Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Type Design
dan Prototype; dan

b. Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Individual.
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Paragraf Kesatu
Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas

Type Design dan Prototype

Pasal 11
Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Type Design
dan Prototype sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf a, antara lain:

a. uji angkat (lifting test);

b. uji kekuatan (stacking test);

c. uji pembebanan terpusat (concentrated loads);
d. transverse racking;

e. longitudinal restraint/ static test;

f. end-walls;

g. side-walls; dan

h. one door off operation.

Metode Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Type
Design dan Prototype sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib dilakukan sesuai dengan persyaratan

konvensi dan Standar ISO 1496.

Pasal 12

Setiap Peti Kemas Baru yang akan diproduksi dalam
jumlah banyak dengan Type Design wajib dilakukan
Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Type Design
dan Prototype.

Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Type
Design dan Prototype sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berupa Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Peti
Kemas Type Design dan Prototype yang diterbitkan oleh
Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi Yang
Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk.

Untuk memperoleh Sertifikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemilik Peti Kemas mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal atau Badan
Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang

Ditunjuk dengan menggunakan format Contoh 4
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. identitas pemilik atau penanggung jawab badan
usaha;

b. gambar Peti Kemas;

c. jaminan dari pabrik pembuat Peti Kemas;

d. lambang atau logo yang akan digunakan oleh
pabrik pembuat Peti Kemas terhadap tipe Peti
Kemas yang diajukan; dan

e. spesifikasi desain dari tipe Peti Kemas.

Jaminan dari pabrik pembuat Peti Kemas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf c, berupa surat

pernyataan yang paling sedikit memuat:

a. Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Type
Design dan Prototype dilakukan oleh Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor;

b. informasi kepada Direktur Jenderal atau Badan
Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang
Ditunjuk terhadap setiap perubahan Peti Kemas
Type Design dan Prototype atau spesifikasi
sebelum melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan
(Safety Approval Plate);

c. memasang Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety
Approval Plate) pada setiap Peti Kemas Type
Design dan Prototype yang disetujui; dan

d. catatan Peti Kemas yang telah dibuat berdasarkan
Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas
Type Design dan Prototype serta nomor identifikasi
pembuat, tanggal pengiriman, nama, dan alamat
dari konsumen Peti Kemas itu akan dikirimkan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) telah diterima, Pejabat Pemeriksa Keselamatan

Kapal atau Surveyor melakukan pemeriksaan gambar

dan spesifikasi desain Peti Kemas sekaligus melakukan

www.peraturan.go.id



(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

17 2018, No.757

pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas Type Design
dan Prototype.

Pada hasil pemeriksaan gambar dan spesifikasi desain
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat
Pemeriksa  Keselamatan Kapal atau  Surveyor
memberikan paraf persetujuan pada gambar dan
spesifikasi desain Peti Kemas.

Sebelum memberikan paraf persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal atau Surveyor harus memeriksa
atau menguji unit sebanyak yang diperlukan pada
setiap tahap selama proses produksi yang berkaitan
dengan Peti Kemas Type Design dan Prototype.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) serta hasil pemeriksaan dan pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenubhi,
Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi Yang
Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk
memberikan rekomendasi perbaikan untuk
pemenuhan persyaratan Kelaikan Peti Kemas Type
Design dan Prototype dengan menggunakan format
Contoh 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Dalam hal setelah mendapatkan rekomendasi
perbaikan untuk pemenuhan persyaratan Kelaikan Peti
Kemas Type Design dan Prototype sebagaimana
dimaksud pada ayat (9), Pemilik Peti Kemas
mengajukan kembali permohonan kepada Direktur
Jenderal atau Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau
Badan Usaha Yang Ditunjuk dengan melengkapi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) serta hasil pemeriksaan dan pengujian
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terpenuhi,
Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi Yang

Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk dalam
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jangka waktu paling lama S5 (lima) hari kerja
menerbitkan Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Peti
Kemas Type Design dan  Prototype dengan
menggunakan format Contoh 6  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13
Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Type
Design dan Prototype sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (11), dilengkapi dengan gambar Peti Kemas dan

spesifikasi desain dari tipe Peti Kemas.

Pasal 14

(1) Setelah Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Peti
Kemas Type Design dan Prototype diterbitkan, Direktur
Jenderal atau Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau
Badan Usaha Yang Ditunjuk menyampaikan secara
tertulis kepada Pemilik Peti Kemas.

(2) Pemilik Peti Kemas yang telah memperoleh Sertifikat
Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Type Design
dan Prototype sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib memberitahukan kepada pabrik pembuat Peti
Kemas untuk melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan
(Safety Approval Plate) pada setiap Peti Kemas Type
Design.

(3) Pelekatan Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval
Plate) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib
disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal

atau Surveyor.

Pasal 15
Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Type
Design dan Prototype dapat diberikan terhadap Peti Kemas
yang telah dimodifikasi, apabila modifikasi Peti Kemas tidak

mempengaruhi validitas dari pengujian yang telah

www.peraturan.go.id



19 2018, No.757

dilaksanakan dalam Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian

Peti Kemas Type Design dan Prototype.

Pasal 16
Pabrik pembuat Peti Kemas wajib melaporkan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi
Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk sebelum

melaksanakan produksi pada setiap seri Peti Kemas Baru.

Paragraf Kedua

Pengujian dan Persetujuan Peti Kemas Individual

Pasal 17

(1) Setiap Peti Kemas Individual wajib dilakukan
pemeriksaan dan pengujian untuk memperoleh
Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas
Individual.

(2) Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas
Individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Peti
Kemas Individual yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal atau Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau
Badan Usaha Yang Ditunjuk.

(3) Untuk memperoleh Sertifikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemilik Peti Kemas mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal atau Badan
Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang
Ditunjuk dengan menggunakan format Contoh 7
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. identitas pemilik atau penanggung jawab badan
usaha;
b. gambar Peti Kemas;

c. jaminan dari pabrik pembuat Peti Kemas;
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d. lambang atau logo yang akan digunakan oleh
pabrik pembuat Peti Kemas terhadap Peti Kemas
Individual yang diajukan; dan

e. spesifikasi desain dari Peti Kemas Individual.

Jaminan dari pabrik pembuat Peti Kemas sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) huruf c¢ berupa surat

pernyataan yang paling sedikit memuat:

a. pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas Individual
dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal atau Surveyor;

b. informasi kepada Direktur Jenderal atau Badan
Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang
Ditunjuk terhadap setiap perubahan desain
berseri atau spesifikasi sebelum melekatkan Pelat
Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate);

c. memasang Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety
Approval Plate) pada setiap Peti Kemas Individual
yang disetujui; dan

d. catatan Peti Kemas yang telah dibuat berdasarkan
Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas
Individual dan nomor identifikasi pembuat,
tanggal pengiriman, nama, dan alamat dari
konsumen Peti Kemas itu akan dikirimkan.

Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) telah diterima, Pejabat Pemeriksa Keselamatan

Kapal atau Surveyor melakukan pemeriksaan gambar

dan  spesifikasi desain  sekaligus melakukan

pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas Individual.

Pada hasil pemeriksaan gambar dan spesifikasi desain

sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat

Pemeriksa  Keselamatan Kapal atau  Surveyor

memberikan paraf persetujuan pada gambar dan

spesifikasi desain Peti Kemas.

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) serta hasil pemeriksaan dan pengujian

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi,

Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi Yang
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Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk
memberikan rekomendasi perbaikan untuk
pemenuhan  persyaratan Kelaikan Peti Kemas
Individual dengan menggunakan format Contoh 8
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Dalam hal setelah mendapatkan rekomendasi
perbaikan untuk pemenuhan persyaratan Kelaikan Peti
Kemas Individual sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), pemilik Peti Kemas mengajukan kembali
permohonan kepada Direktur Jenderal atau Badan
Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang
Ditunjuk dengan melengkapi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4).

Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan hasil pemeriksaan gambar dan spesifikasi
desain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terpenuhi,
Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi Yang
Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
memberikan Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Peti
Kemas Individual dengan menggunakan format Contoh
9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 18

Setelah Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Peti
Kemas Individual diterbitkan, Direktur Jenderal atau
Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha
Yang Ditunjuk menyampaikan secara tertulis kepada
Pemilik Peti Kemas.

Pemilik Peti Kemas yang telah memperoleh Sertifikat
Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Individual
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib

memberitahukan kepada pabrik pembuat Peti Kemas
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untuk melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety
Approval Plate) pada setiap Peti Kemas Individual.

Pelekatan Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval
Plate) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib
disaksikan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal

atau Surveyor.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Lama

Pasal 19
Pemeriksaan Peti Kemas Lama terdiri atas:
a. pemeriksaan dokumen Peti Kemas; dan
b. pemeriksaan fisik Peti Kemas.
Pemeriksaan dokumen Peti Kemas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. pemeriksaan laporan survey/inspeksi Peti Kemas
terakhir; dan
b. data penggunaan Peti Kemas dan Sertifikat
Kelaikan Peti Kemas terakhir sesuai konvensi.
Pemeriksaan fisik Peti Kemas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. pemeriksaan konstruksi; dan

b. pemeriksaan alas Peti Kemas.

Pasal 20

Pengujian Peti Kemas Lama terdiri atas:

a. pengujian kekuatan pembebanan,;

b. pengujian tekan;

c. pengujian kekedapan las;

d. pengujian tidak merusak (Non Destructive
Test/ NDT); dan

e. pengujian selain uji angkat dan uji kekuatan
lantai.

Metode pengujian Peti Kemas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), wajib dilakukan sesuai dengan

persyaratan konvensi dan Standar ISO 1496.

www.peraturan.go.id



3. 2018, No.757

Bagian Keempat
Metode Pemeriksaan Peti Kemas

Untuk Mempertahankan Kelaikan Peti Kemas

Pasal 21

Untuk menjamin tetap terpenuhinya kelaikan Peti Kemas,

Pemilik Peti Kemas wajib memastikan bahwa Peti Kemas

yang digunakan diperiksa sesuai dengan:

a.

Skema Program Pemeriksaan Berkelanjutan Yang
Disetujui (Approved Continuous Examination
Programme/ ACEP); atau

Skema Pemeriksaan Berkala (Periodic Examination

Scheme/ PES).

Paragraf Kesatu

Skema Program Pemeriksaan Berkelanjutan Yang Disetujui

(1)

(Approved Continuous Examination Programme/ACEP)

Pasal 22

Skema Program Pemeriksaan Berkelanjutan Yang

Disetujui (Approved Continuous Examination

Programme/ ACEP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 huruf a, dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Pemilik Peti Kemas harus memastikan peti
kemasnya telah diperiksa secara berkala dan
pemeriksaan yang dilakukan untuk menentukan
Peti Kemas memiliki cacat atau ketidaksesuaian
yang dapat membahayakan keselamatan jiwa;

b. memasang tanda yang menunjukkan abjad ACEP
dan identifikasi negara yang telah memberikan
program persetujuan Peti Kemas pada jarak
sedekat mungkin dengan Pelat Persetujuan

Kelaikan (Safety Approval Plate); dan
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c. pemeriksaan tambahan dilakukan dalam
kaitannya dengan perbaikan besar, perombakan,
atau penyewaan/pertukaran sewa dalam jangka
waktu kurang dari 30 (tiga puluh) bulan.

Tata cara pemeriksaan untuk perawatan Peti Kemas

melalui Skema Program Pemeriksaan Berkelanjutan

Yang Disetujui (Approved Continuous Examination

Programme/ ACEP) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan
bahwa setiap bagian yang mengalami defisiensi
atau ketidaksesuaian komponen Peti Kemas telah
diperbaiki atau diganti sehubungan dengan
perbaikan besar, pemugaran, atau
penyewaan /pertukaran sewa; dan

b. pemeriksaan operasi rutin dengan memeriksa
defisiensi atau ketidaksesuaian atau kerusakan
yang mungkin memerlukan tindakan perbaikan
yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan
eksterior secara visual dan bagian bawah Peti
Kemas.

Skema Program Pemeriksaan Berkelanjutan Yang

Disetujui (Approved Continuous Examination

Programme/ ACEP) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), harus dievaluasi setiap 10 (sepuluh) tahun.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atau Badan

Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang

Ditunjuk.
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Paragraf Kedua
Skema Pemeriksaan Berkala

(Periodic Examination Scheme/ PES)

Pasal 23

Skema Pemeriksaan Berkala (Periodic Examination

Scheme/ PES) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

pemilik Peti Kemas yang telah disetujui harus
memastikan peti kemasnya telah diperiksa secara
berkala;

tanggal, bulan, dan tahun sebelum Peti Kemas
Baru dilakukan pemeriksaan pertama harus
ditandai pada Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety
Approval Plate);

tanggal, bulan, dan tahun sebelum Peti Kemas
Baru dilakukan pemeriksaan ulang harus jelas
ditandai pada Peti Kemas atau prosedur
pemeriksaan tertentu yang telah disahkan; dan
interval dari tanggal pembuatan ke tanggal
pemeriksaan pertama paling lama 5 (lima) tahun
dan pemeriksaan berkelanjutan pada Peti Kemas
Baru serta pemeriksaan ulang paling lama 30 (tiga
puluh) bulan dan semua pemeriksaan yang
dilakukan untuk menentukan Peti Kemas
memiliki cacat atau ketidaksesuaian yang dapat

membahayakan keselamatan jiwa.

Tata cara pemeriksaan dalam Skema Pemeriksaan

Berkala (Periodic Examination Scheme/ PES)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.

setiap pemeriksaan harus mencakup detail
pemeriksaan menyeluruh terhadap defisiensi atau
ketidaksesuaian yang terkait dengan keselamatan
lainnya atau kerusakan yang akan membuat Peti

Kemas tidak aman;
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b. pemeriksaan interior harus dilakukan pada Peti
Kemas kosong dan selanjutnya bagian bawah Peti
Kemas serta struktur rangka pendukung harus
diperiksa dengan baik dan Peti Kemas dapat
diangkat menggunakan alat pendukung untuk
memudahkan pemeriksaan; dan

c. dalam hal hasil pemeriksaan ditemukan defisiensi
atau ketidaksesuaian, Pejabat Pemeriksa
Keselamatan Kapal atau  Surveyor dapat
melakukan pemeriksaan yang lebih detail

terhadap Peti Kemas.

Pasal 24

Peti Kemas yang diperiksa dengan Skema Pemeriksaan
Berkala (Periodic Examination Scheme/PES) dan diberi
Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next
Examination Date/NED) tetapi dioperasikan oleh
penyewa dengan Skema Program Pemeriksaan
Berkelanjutan Yang Disetujui (Approved Continuous
Examination Programme/ACEP), maka Peti Kemas
tersebut harus ditandai ulang dengan mengganti atau
menutup tanda pemeriksaan berikutnya.

Peti Kemas yang diperiksa dengan Skema Program
Pemeriksaan Berkelanjutan Yang Disetujui (Approved
Continuous Examination Programme/ACEP) tetapi
dioperasikan oleh penyewa Skema Pemeriksaan
Berkala (Periodic Examination Scheme/PES), maka Peti
Kemas tersebut harus ditandai wulang dengan
mengganti atau menutup tanda Skema Program
Pemeriksaan Berkelanjutan Yang Disetujui (Approved
Continuous  Examination = Programme/ACEP) dan
pemasangan Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya
(Next Examination Date/NED) mengikuti pemeriksaan
pertama sesuai skema pemeriksaan dari penyewa Peti

Kemas.
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Pasal 25

Untuk memastikan keseragaman terhadap semua pihak

yang terlibat dalam pemeriksaan perawatan Peti Kemas dan

keselamatan operasional, maka pelaksanaan Skema

Program Pemeriksaan Berkelanjutan Yang Disetujui

(Approved Continuous Examination Programme/ACEP) dan

Skema  Pemeriksaan Berkala (Periodic Examination

Scheme/ PES) harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. metode, lingkup, dan kriteria yang digunakan selama
pemeriksaan;

b. jumlah pemeriksaan;

c. kualifikasi personil atau orang yang melakukan
pemeriksaan;

d. sistem penyimpanan catatan dan dokumen meliputi:

1. nomor seri pemilik Peti Kemas;

2. tanggal pemeriksaan;

3. identifikasi personil yang melakukan
pemeriksaan;

4. nama dan lokasi instansi dimana pemeriksaan
dilakukan;
hasil pemeriksaan; dan

6. Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next
Examination Date/ NED) apabila dilakukan Skema
Pemeriksaan Berkala (Periodic @ Examination
Scheme/ PES).

e. sistem pencatatan dan = pembaharuan  nomor
identifikasi semua Peti Kemas yang dicakup oleh
skema pemeriksaan yang sesuai;

f.  metode dan sistem untuk kriteria perawatan yang
menunjukkan karakteristik desain dari spesifikasi Peti
Kemas;

g. pemenuhan persyaratan untuk perawatan Peti Kemas
yang disewa; dan

h. kondisi dan prosedur untuk menambah Peti Kemas

dalam skema pemeriksaan yang telah disetujui.
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Bagian Kelima

Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate)

Pasal 26

Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate) yang
dipasang di Peti Kemas harus ditempelkan secara
permanen pada setiap Peti Kemas yang telah mendapat
persetujuan serta ditempatkan pada bagian yang
mudah terlihat, berdekatan dengan setiap pelat
persetujuan lain, dan tidak mudah rusak.

Penandaan berat kotor maksimum harus konsisten

dengan informasi berat Lkotor maksimum yang

terpasang pada Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety

Approval Plate).

Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilepas

dari Peti Kemas apabila:

a. Peti Kemas telah dilakukan modifikasi dengan
membatalkan persetujuan asli beserta informasi
yang terkandung dalam Pelat Persetujuan
Kelaikan (Safety Approval Plate);

b. Peti Kemas tidak difungsikan dan tidak dilakukan
perawatan lagi;

c. persetujuan telah dibatalkan; atau
Peti Kemas berganti kepemilikan atau berubah
fungsi.

Isi dari Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval

Plate) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis

dalam Bahasa Inggris atau Bahasa Perancis dan berisi

informasi sebagai berikut:

a. referensi negara yang mengesahkan;

b. tanggal, bulan, dan tahun pembuatan;

c. nomor identitas manufaktur pabrik pembuat Peti
Kemas, apabila nomor Peti Kemas Lama yang
diberikan Pemerintah tidak diketahui;

d. Dberat kotor maksimum pengoperasian (kilogram

dan lbs.);
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e. berat tumpukan yang diizinkan untuk 1.8 g
(kilogram dan lbs.); dan

f. nilai pengujian beban susunan melintang
(newton).

Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate)

harus terbuat permanen dari bahan anti karat dan

tahan api (fireproof) dengan ukuran minimal 200 (dua

ratus) mm x 100 (seratus) mm.

Format dan bentuk Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety

Approval Plate) sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dengan menggunakan format Contoh 10 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Ruang kosong harus dicadangkan pada Pelat

Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate) untuk:

a. menyisipkan nilai kekuatan/faktor dinding
belakang dan/atau di dinding;

b. Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (Next
Examination Date/ NED) pada saat digunakan.
Dalam hal Peti Kemas Baru telah memenuhi
persyaratan konvensi dan untuk beberapa Peti Kemas
yang nilai kekuatan/faktor dinding belakang dan/atau
dinding samping dirancang lebih besar atau kurang
dari yang ditetapkan dalam konvensi, maka harus
dicantumkan pada Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety

Approval Plate).

Dalam hal nilai berat tumpukan yang diizinkan dan
nilai pengujian beban susunan melintang lebih kecil
192.000 (seratus sembilan puluh dua ribu) kg atau
150 (seratus lima puluh) kN, maka Peti Kemas dapat
dipertimbangkan memiliki kapasitas penumpukan dan
susunan yang terbatas dan harus ditandai sesuai
dengan standar ISO 6346.

Pemasangan Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety
Approval Plate) tidak menghilangkan kewajiban untuk

memasang label atau informasi lain yang diperlukan
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 27

Peti Kemas yang tidak dilengkapi tanda Skema
Program Pemeriksaan Berkelanjutan Yang Disetujui
(Approved Continuous Examination Programme/ACEP)
atau Tanda Tanggal Pemeriksaan Berikutnya (INext
Examination Date/ NED) yang terletak pada atau dekat
Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate)
karena hilang atau terlepas dari Peti Kemas, maka Peti
Kemas dilarang digunakan hingga pemilik Peti Kemas
dapat menunjukkan bukti bahwa Peti Kemas tersebut
dioperasikan dan dirawat sesuai dengan skema
pemeriksaan yang disetujui.

Tanda Skema Program Pemeriksaan Berkelanjutan
Yang Disetujui (Approved Continuous Examination
Programme/ACEP) atau Tanda Tanggal Pemeriksaan
Berikutnya (Next Examination Date/ NED) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang terlepas, dapat digunakan
hingga tujuan akhir pengiriman dengan ketentuan
tanda Skema Program Pemeriksaan Berkelanjutan
Yang Disetujui (Approved Continuous Examination
Programme/ACEP) atau Tanda Tanggal Pemeriksaan
Berikutnya (Next Examination Date/NED) harus
dipasang setelah isi dari Peti Kemas dikeluarkan dan
sebelum Peti Kemas diisi kembali atau pada saat

perpindahan Peti Kemas berikutnya.

Pasal 28
Dalam hal Peti Kemas yang diproduksi secara seri,
dimana pada setiap jumlah tertentu dilaksanakan
pemeriksaan dan pengujian terhadap produksi yang
dihasilkan dan apabila ternyata tidak memenuhi
persyaratan Kelaikan Peti Kemas, maka produksi wajib

dihentikan.
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Segala kerugian yang diakibatkan penghentian
produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan tanggung jawab dari pabrik pembuat Peti

Kemas dan/atau Pemilik Peti Kemas.

Bagian Keenam

Peti Kemas Baru Yang Belum Mendapatkan Sertifikat

Pemeriksaan dan Pengujian Pada Waktu Pembuatan

Pasal 29

Peti Kemas yang belum difungsikan dan belum

mendapatkan Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian

pada waktu pembuatan, maka pemilik Peti Kemas

wajib memberikan informasi kepada Direktur Jenderal

atau Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan

Usaha Yang Ditunjuk.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

sedikit memuat:

a. tanggal dan tempat pembuatan;

b. nomor identifikasi pembuat Peti Kemas apabila
ada;

c. kemampuan berat kotor operasional maksimum,;

d. bukti untuk meyakinkan bahwa Peti Kemas
dibuat berdasarkan Type Design yang telah
dilakukan pemeriksaan dan pengujian serta
memenuhi kondisi teknis sebagaimana
persyaratan pada konvensi;

e. berat penumpukan yang diizinkan untuk 1.8 g
dan dikonversi dalam satuan kg dan lb; dan

f. data lain yang dipersyaratkan untuk
mendapatkan Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety
Approval Plate).

Setelah dilakukan evaluasi dari informasi yang

disampaikan oleh Pemilik Peti Kemas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Badan

Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang

Ditunjuk memberikan persetujuan Peti Kemas dengan
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menggunakan format Contoh 11 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dan
memberitahukan secara tertulis kepada Pemilik Peti
Kemas.

Pemilik Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), wajib untuk melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan
(Safety Approval Plate) dengan disaksikan oleh Pejabat

Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor.

Bagian Ketujuh

Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian Peti Kemas Lama

Pasal 30
Peti Kemas Lama yang belum mendapatkan atau habis
masa berlakunya Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian
Peti Kemas, Pemilik Peti Kemas wajib memberikan
informasi kepada Direktur Jenderal atau Badan
Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang
Ditunjuk.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit memuat:
a. tanggal dan tempat pembuatan;
b. nomor identifikasi dari pabrik pembuat Peti

Kemas apabila ada;

c. kemampuan berat kotor operasi maksimum;
d. bukti dokumen yang menyatakan bahwa:

1. Peti Kemas telah dioperasikan secara aman
pada saat pengangkutan laut atau darat
untuk periode minimal 2 (dua) tahun;

2. Peti Kemas dibuat berdasarkan Type Design
yang telah dilakukan pengujian dan telah
memenuhi kondisi teknis sesuai persyaratan
konvensi dengan pengecualian terhadap
kondisi teknis yang berhubungan dengan uji
kekuatan pada dinding belakang dan dinding

samping; atau
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3. Peti Kemas dibuat berdasarkan standar yang
dianggap setara dengan kondisi teknis
sebagaimana ditetapkan pada konvensi
dengan pengecualian pada kondisi teknis
yang berkaitan dengan uji kekuatan pada
dinding samping dan dinding belakang.

e. berat penumpukan yang diizinkan untuk 1.8 (satu
titik delapan) g dan dikonversi dalam satuan kg
dan Ib; dan

f. data lain yang persyaratkan untuk mendapatkan
Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate).

Setelah dilakukan evaluasi dari informasi yang

disampaikan oleh Pemilik Peti Kemas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atau Badan

Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang

Ditunjuk memberikan Pelat Persetujuan Kelaikan

(Safety Approval Plate) dengan menggunakan format

Contoh 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini dan memberitahukan secara

tertulis kepada Pemilik Peti Kemas.

Pemilik Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), wajib untuk melekatkan Pelat Persetujuan Kelaikan

(Safety Approval Plate) dengan disaksikan oleh Pejabat

Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Surveyor.

Dalam hal Peti Kemas Lama tidak dapat memenuhi

informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk

memperoleh Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety

Approval Plate), Pemilik Peti Kemas dapat mengajukan

untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai

dengan persyaratan dalam konvensi.

Peti Kemas Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

yang telah difungsikan, tidak perlu dipersyaratkan

untuk dilengkapi gambar desain Peti Kemas.
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Bagian Kedelapan

Persetujuan Peti Kemas Yang Telah Dimodifikasi

Pasal 31

Modifikasi terhadap Peti Kemas yang telah memperoleh
Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian  yang
menimbulkan perubahan secara struktur, wajib
dilaporkan kepada Direktur Jenderal atau Badan
Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang
Ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian
ulang sesuai dengan persyaratan dalam konvensi.

Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian ulang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
persyaratan, maka Peti Kemas Yang Telah Dimodifikasi
diberikan Sertifikat Pemeriksaan dan Pengujian oleh
Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi Yang

Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk.

BAB V
BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI
(VERIFIED GROSS MASS/ VGM)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Peti Kemas yang ditimbang untuk memperoleh Berat
Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross
Mass/VGM) harus dipastikan telah memenuhi
persyaratan Kelaikan Peti Kemas.

Untuk memperoleh Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
menggunakan metode penentuan Berat Kotor Peti

Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM).

www.peraturan.go.id



(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

35 2018, No.757

Sebelum Peti Kemas dimuat ke kapal, Shipper
bertanggung jawab untuk menyampaikan dan
mendokumentasikan  Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM).

Peti Kemas beserta kemasan dan muatannya dilarang
diangkut ke kapal, apabila Nakhoda, Badan Usaha
Pelabuhan, dan/atau Penyelenggara Pelabuhan belum
mendapatkan informasi Berat Kotor Peti Kemas

Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM).

Bagian Kedua

Metode Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi

(Verified Gross Mass/ VGM)

Pasal 33

Metode penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi

(Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 32 ayat (2), yaitu:

a. metode ke-1 yaitu penentuan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)
dengan cara menimbang Peti Kemas beserta isinya
secara bersamaan; atau

b. metode ke-2 yaitu penentuan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)
dengan cara menimbang berat Peti Kemas kosong
dan isi Peti Kemas keseluruhan secara terpisah.

Peralatan yang digunakan dalam penentuan Berat

Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross

Mass/VGM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

wajib terkalibrasi dan memperoleh sertifikat dari

Instansi yang berwenang di bidang kemetrologian.

Pasal 34
Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. Shipper; atau
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b. Pihak Ketiga.

Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, wajib memiliki kesepakatan dengan Shipper
atau yang mewakili atau asosiasi terkait dan diketahui

oleh Penyelenggara Pelabuhan setempat.

Bagian Ketiga
Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi

(Verified Gross Mass/ VGM) oleh Shipper

Pasal 35

Shipper yang melakukan penimbangan untuk
memperoleh Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(Verified  Gross  Mass/VGM), wajib mendapat
Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi  (Verified Gross Mass/VGM)  dari
Penyelenggara Pelabuhan.
Untuk mendapatkan  Persetujuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Shipper mengajukan
permohonan kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan
menggunakan format Contoh 13 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. standar operasional prosedur penimbangan;

b. memiliki atau menguasai peralatan atau
perlengkapan penimbangan terkalibrasi dan
bersertifikat yang dibuktikan dengan bukti
kepemilikan, bukti pembelian, perjanjian
kerjasama dan/atau sewa menyewa; dan

c. data rencana muatan yang akan ditimbang.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), Penyelenggara Pelabuhan melakukan

penelitian atas persyaratan untuk mendapatkan

Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas

Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) dalam jangka
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waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima
permohonan secara lengkap.

Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
belum terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan
mengembalikan permohonan secara tertulis kepada
pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan
menggunakan format Contoh 14 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Permohonan  yang  dikembalikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), dapat diajukan kembali
kepada Penyelenggara Pelabuhan setelah permohonan
dilengkapi.

Dalam hal berdasarkan penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terpenuhi,
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja Penyelenggara
Pelabuhan menerbitkan Persetujuan Penentuan Berat
Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross
Mass/VGM) dengan menggunakan format Contoh 15
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana
dimaksud ayat (7) diterbitkan dengan masa berlaku
selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3).

Pasal 36

Shipper yang telah mendapat Persetujuan Penentuan Berat

Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)

dari

Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (7), memliki kewajiban:

a.

menyampaikan laporan hasil penentuan Berat Kotor

Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)
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setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan
dan Syahbandar setempat; dan
mendokumentasikan  Berat Kotor Peti Kemas

Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM).

Bagian Keempat
Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi

(Verified Gross Mass/ VGM) oleh Pihak Ketiga

Pasal 37

Pihak Ketiga yang melakukan penimbangan untuk
penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(Verified  Gross  Mass/VGM), wajib mendapat
Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi  (Verified Gross  Mass/VGM)  dari
Penyelenggara Pelabuhan.
Untuk  mendapatkan  persetujuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pihak Ketiga mengajukan
permohonan kepada Penyelenggara Pelabuhan dengan
menggunakan format Contoh 16 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. berbadan hukum Indonesia atau Badan Usaha
Pelabuhan;

b. memiliki atau menguasai peralatan atau
perlengkapan penimbangan terkalibrasi dan
bersertifikat yang dibuktikan dengan bukti
kepemilikan, bukti pembelian, perjanjian
kerjasama dan/atau sewa menyewa,;

c. memiliki prosedur penimbangan yang diketahui
oleh Penyelenggara Pelabuhan; dan

d. tarif yang ditetapkan oleh Pihak Ketiga
berpedoman pada Peraturan Menteri yang
mengatur mengenai jenis, struktur, dan golongan

tarif jasa kepelabuhanan.

www.peraturan.go.id



(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9

39 2018, No.757

Prosedur penimbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c, paling sedikit memuat:
a. sistem dokumentasi;
b. sistem komunikasi; dan
c. tata cara penyampaian informasi Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM).
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Penyelenggara Pelabuhan melakukan
penelitian atas persyaratan untuk mendapatkan
Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) dalam jangka
waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterima
permohonan secara lengkap.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
belum terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan
mengembalikan permohonan secara tertulis kepada
pemohon wuntuk melengkapi persyaratan dengan
menggunakan format Contoh 17 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Permohonan yang dikembalikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali
kepada Penyelenggara Pelabuhan setelah permohonan
dilengkapi.
Dalam hal berdasarkan penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terpenuhi,
dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja Penyelenggara
Pelabuhan menerbitkan Persetujuan Penentuan Berat
Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross
Mass/VGM) dengan menggunakan format Contoh 18
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Persetujuan Penentuan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana

dimaksud pada ayat (8), diterbitkan dengan masa
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berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3).

Pasal 38

Pihak Ketiga yang telah mendapat Persetujuan Penentuan

Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross

Mass/VGM) dari Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (8), mempunyai kewajiban:

a. mempublikasikan tarif melalui media elektronik
dan/atau cetak;

b. menyampaikan laporan hasil penentuan Berat Kotor
Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)
setiap 3 (tiga) bulan kepada Penyelenggara Pelabuhan
dan Syahbandar setempat; dan

c. mendokumentasikan Berat Kotor Peti Kemas

Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM).

Bagian Kelima
Dokumen atau Sertifikat Berat Kotor Peti Kemas

Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM)

Pasal 39

(1) Hasil Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(Verified Gross Mass/VGM) yang dilaksanakan oleh
Shipper, wajib didokumentasikan dalam bentuk
Dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified
Gross Mass/ VGM) dan diberi cap perusahaan.

(2) Dokumen Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified
Gross Mass/VGM) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), paling sedikit berisi data sebagai berikut:

nomor dokumen atau sertifikat;

a.
b. nomor Peti Kemas;

c. nama dan alamat Shipper;

d. tanggal dan tempat penimbangan;

e. metode yang digunakan;

f.  nama penanggung jawab penimbangan;
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g. nomor dan masa berlaku persetujuan penentuan
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified
Gross Mass/ VGM);

h. data jumlah Peti Kemas, berat Peti Kemas kosong,
berat isi Peti Kemas, dan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM); dan

i. data berat total kendaraan yang digunakan
mengangkut Peti Kemas apabila pelaksanaan
penimbangan dilakukan dengan menimbang
secara keseluruhan antara kendaraan pengangkut

dan Peti Kemas secara bersamaan.

Pasal 40

Hasil penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(Verified Gross Mass/VGM) yang dilaksanakan oleh
Pihak Ketiga, wajib didokumentasikan dalam bentuk
Dokumen atau Sertifikat Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) atau dalam
bentuk digital elektronik yang dikeluarkan oleh Pihak
Ketiga yang melakukan penentuan Berat Kotor Peti
Kemas (Verified Gross Mass/ VGM).

Dokumen atau Sertifikat Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi data
sebagai berikut:

a. nomor dokumen atau sertifikat;

b. nomor Peti Kemas;

c. nama dan alamat Pihak Ketiga;

d. tanggal dan tempat penimbangan;

e. metode yang digunakan;

f. nama penanggung jawab penimbangan;

g. nama dan alamat Pihak Ketiga yang ditunjuk;

h. nomor dan masa berlaku persetujuan penentuan

Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified

Gross Mass/ VGM);
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i.  data jumlah Peti Kemas, berat Peti Kemas kosong,
berat isi Peti Kemas, dan Berat Kotor Peti Kemas

Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM); dan

j.- data berat total kendaraan yang digunakan

mengangkut Peti Kemas apabila pelaksanaan
penimbangan dilakukan dengan menimbang
secara keseluruhan antara kendaraan pengangkut

dan Peti Kemas secara bersamaan.

Pasal 41

Shipper wajib memastikan penentuan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) telah
tercantum dalam Dokumen Pengapalan (Shipping
Document) untuk menjadi bagian dari Instruksi
Pengiriman (Shipping Instruction).
Dokumen atau sertifikat Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi  (Verified Gross Mass/VGM) wajib
ditandatangani oleh Shipper atau Pihak Ketiga serta
disampaikan kepada Nakhoda dan Badan Usaha
Pelabuhan atau Penyelenggara Pelabuhan dan
Syahbandar setempat untuk digunakan sebagai
Rencana Pemuatan di Kapal (Ship Stowage Plan).
Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilakukan:
a. secara manual; atau
b. secara elektronik dan dapat diganti dengan nama

dalam huruf kapital dari Shipper atau Pihak

Ketiga.
Penyampaian dokumen atau sertifikat Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan
menggunakan cara Electronic Data Interchange (EDI)
atau Electronic Data Processing (EDP).
Penyampaian dokumen atau sertifikat Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib

www.peraturan.go.id



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

43 2018, No.757

disampaikan sebelum proses Rencana Pemuatan di

Kapal (Ship Stowage Plan).

Pasal 42

Peti Kemas yang telah dilakukan penyegelan untuk
pertama kali dan telah memiliki data berat
keseluruhan serta telah diberikan tanda secara
permanen dan jelas, maka tidak perlu dilakukan
penimbangan lagi.

Berat keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), terdiri atas kemasan Peti Kemas beserta isinya
termasuk bahan lain seperti bahan pengemasan dan

pendingin di dalamnya.

Pasal 43

Barang muatan jenis tertentu seperti logam
penutuhan, biji-bijian, dan muatan lain yang
berbentuk curah yang tidak dapat ditimbang beratnya
secara individu, maka penentuan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)
dilakukan dengan menggunakan metode ke-1
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf
a.

Dalam hal Peti Kemas berisi muatan dari beberapa
pihak, maka Shipper dapat memilih penentuan Berat
Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross
Mass/VGM) menggunakan metode ke-2 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b.

Shipper dalam memilih metode untuk penentuan Berat
Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross
Mass/VGM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
wajib untuk bertanggung jawab atas pilihan metode
penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(Verified Gross Mass/ VGM) dan

mendokumentasikannya.
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Bagian Keenam

Perpindahan Peti Kemas

Pasal 44

Peti Kemas yang dibongkar di pelabuhan yang
berfungsi sebagai pelabuhan alih muat (transhipment)
harus telah memiliki Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM).

Peti Kemas yang belum memiliki Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM), dapat
dilakukan penimbangan di fasilitas terminal pelabuhan
alih muat (transhipment).

Perusahaan pelayaran atau keagenan kapal pengirim
Peti Kemas harus memberikan informasi setiap Berat
Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross
Mass/VGM) kepada Badan Usaha Pelabuhan selaku
operator terminal Peti Kemas di pelabuhan alih muat

(transhipment).

Bagian Ketujuh
Perbedaan Hasil Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(Verified Gross Mass/ VGM) yang Dilakukan
oleh Shipper atau Pihak Ketiga

Pasal 45

Peti Kemas yang telah dilengkapi dengan dokumen
atau sertifikat Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(Verified Gross Mass/VGM) dari Shipper atau Pihak
Ketiga, sebelum masuk terminal Peti Kemas di
pelabuhan dapat dilakukan verifikasi melalui fasilitas
penimbangan Peti Kemas di pelabuhan.

Dalam hal hasil penentuan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat deviasi Berat Kotor
Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)

kurang dari 5% (lima persen), maka tidak perlu
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diterbitkan dokumen atau sertifikat Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM).

Dalam hal hasil penentuan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdapat deviasi Berat Kotor
Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)
sama dengan atau lebih dari 5% (lima persen), maka
Peti Kemas dilarang dimuat di kapal sampai dengan
diterbitkan dokumen atau sertifikat Berat Kotor Peti

Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM).

Bagian Kedelapan

Peti Kemas yang Melebihi Berat Kotor Maksimal

Pasal 46

Peti Kemas yang melebihi berat kotor maksimal yang

dinyatakan dalam Safety Approval Plate (CSC Safety Plate)

dilarang diangkut di kapal.

(1)

(2)

Bagian Kesembilan
Peti Kemas yang Diangkut

dengan Menggunakan Transportasi Darat

Pasal 47

Pelaksanaan penentuan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) yang diangkut
dengan transportasi darat dilakukan dengan cara
menimbang Peti Kemas yang berada di atas alat
transportasi darat.

Untuk memperoleh Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
mengurangi berat total alat transportasi darat
termasuk berat bahan bakar dalam tangki dikurangi

dengan berat alat transportasi darat tanpa Peti Kemas.
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Dalam hal terdapat 2 (dua) unit Peti Kemas yang
berada di atas alat transportasi darat, maka penentuan
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross
Mass/VGM) harus ditentukan melalui penimbangan
setiap Peti Kemas secara terpisah.

Penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), dilarang dilakukan dengan cara
mengurangi jumlah berat kotor dari 2 (dua) Peti Kemas
dengan berat alat transportasi darat kemudian dibagi 2

(dua).

Bagian Kesepuluh

Peti Kemas Tanpa Dilengkapi Dokumen atau Sertifikat

Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi

(Verified Gross Mass/ VGM)

Pasal 48

Dalam hal Peti Kemas dikirim ke terminal Peti Kemas
tanpa dilengkapi dengan dokumen atau sertifikat Berat
Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross
Mass/VGM), maka Nakhoda dan Pihak Ketiga dapat
memperoleh Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(Verified Gross Mass/ VGM) dari Shipper.

Untuk memperoleh Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di lokasi
terminal Peti Kemas oleh Pihak Ketiga.

Pelaksanaan dan tata cara penentuan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) yang
dilakukan di terminal Peti Kemas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus disepakati antara

Nakhoda dan Pihak Ketiga.
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Bagian Kesebelas

Peti Kemas Kosong

Pasal 49
Shipper yang mengirim Peti Kemas kosong tidak
dipersyaratkan untuk dilengkapi dengan dokumen
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross
Mass/ VGM).
Berat Kosong Peti Kemas harus terlihat jelas sesuai
dengan standar penandaan dan identifikasi dari ISO

6346.

BAB VI
PERBAIKAN PETI KEMAS

Pasal 50
Peti Kemas yang dinyatakan tidak laik berdasarkan
hasil pemeriksaan Pejabat Pemeriksa Keselamatan
Kapal atau Surveyor wajib dilakukan perbaikan untuk
memenuhi persyaratan kelaikan Peti Kemas sesuai
dengan ketentuan pada konvensi.
Perbaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan oleh:
a. Perusahaan Depo Peti Kemas; atau
b. Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas.
Bengkel Usaha Perbaikan Peti Kemas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh badan
usaha atau badan hukum Indonesia yang bergerak di
bidang perbaikan atau reparasi Peti Kemas yang telah
mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
Untuk  mendapatkan  persetujuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), badan usaha atau badan
hukum Indonesia mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal dengan menggunakan format Contoh
19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki izin usaha pokok di bidang perbaikan
atau reparasi Peti Kemas;
b. memiliki NPWP;
c. surat keterangan domisili usaha; dan
d. memiliki tenaga teknis minimal 2 (dua) orang.
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Direktur Jenderal melalukan penelitian
atas persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan
Perbaikan Peti Kemas dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) hari kerja sejak diterima permohonan secara
lengkap.
Dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan
permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan dengan menggunakan format
Contoh 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Permohonan yang dikembalikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), dapat diajukan kembali
kepada Penyelenggara Pelabuhan setelah permohonan
dilengkapi.
Dalam hal berdasarkan penelitian persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terpenuhi,
dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja Direktur
Jenderal menerbitkan Persetujuan Perbaikan Peti
Kemas dengan menggunakan format Contoh 21
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
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BAB VII
BIAYA PELAYANAN JASA KELAIKAN PETI KEMAS
SERTA BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI
(VERIFIED GROSS MASS/ VGM)

Pasal 51

Jenis tarif pelayanan Kelaikan Peti Kemas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4),
merupakan pungutan atas setiap pelayanan jasa
Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Peti Kemas
yang diberikan.

Jenis tarif pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:

a. tarif pelayanan jasa sertifikasi kelaikan Peti

Kemas; dan
b. tarif pelayanan jasa penimbangan Berat Kotor Peti

Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/ VGM).

Pasal 52

Tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas yang
dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal
dipungut biaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan merupakan Penerimaan
Negara Bukan Pajak.

Tarif pelayanan jasa Kelaikan Peti Kemas yang
dilakukan oleh Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau
Badan Usaha Yang Ditunjuk dipungut biaya yang
besarnya ditetapkan oleh Badan Klasifikasi Yang
Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk
berdasarkan jenis, struktur, dan golongan tarif jasa
kelaikan Peti Kemas.

Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha
Yang Ditunjuk yang melaksanakan pelayanan jasa
kelaikan Peti Kemas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), wajib membayar prosentase dari pendapatan yang

berasal dari pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian
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kelaikan Peti Kemas kepada Pemerintah sebagai

Pene

rimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 53

(1) Tarif pelayanan jasa Sertifikasi Kelaikan Peti Kemas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri

atas:

a.

C.

tarif pelayanan jasa Sertifikasi Kelaikan Peti
Kemas Baru;

tarif pelayanan jasa Sertifikasi Kelaikan Peti
Kemas Lama; dan

tarif pelayanan jasa Sertifikasi Kelaikan Berkala.

(2) Tarif pelayanan jasa penimbangan Berat Kotor Peti

Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) terdiri

atas:

a.

Struktur

tarif pelayanan jasa penimbangan Berat Kotor Peti
Kemas beserta isi; dan
tarif pelayanan jasa penimbangan Berat Kotor Peti

Kemas kosong dan isi Peti Kemas secara terpisah.

Pasal 54

tarif pelayanan jasa sertifikasi Peti Kemas

merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan satuan ukuran

dari setiap jenis pelayanan jasa dalam 1 (satu) paket

pungutan.
Pasal 55
Kerangka tarif pelayanan jasa Peti Kemas terdiri dari:
a. tarif pelayanan jasa sertifikasi kelaikan Peti Kemas
meliputi:
1. tarif pelayanan jasa Sertifikasi Kelaikan Peti

Kemas Baru, terdiri dari:

a) Sertifikasi Persetujuan Type Design dan
Prototype; dan

b)  Sertifikasi Peti Kemas Individual.

tarif pelayanan jasa Sertifikasi Kelaikan Peti

Kemas Lama;
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3. tarif pelayanan jasa Sertifikasi Kelaikan Berkala,
terdiri dari:

a) persetujuan dan evaluasi Skema Program
Pemeriksaan Berkelanjutan Yang Disetujui
(Approved Continuous Examination
Programme/ ACEP); dan

b) Skema  Pemeriksaan  Berkala  (Periodic
Examination Scheme/ PES).

tarif pelayanan jasa penimbangan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)
dibedakan atas ukuran Peti Kemas 10 feet, 20 feet, 30
feet, dan 40 feet, meliputi:

1. tarif pelayanan jasa penimbangan Berat Kotor Peti

Kemas beserta isi; dan

2. tarif pelayanan jasa penimbangan Berat Kotor Peti

Kemas kosong dan isi Peti Kemas secara terpisah.

Pasal 56
Golongan tarif pelayanan jasa Peti Kemas merupakan
penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis
Peti Kemas dan peralatan yang tersedia.
Golongan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan jenis Peti Kemas dan peralatan pada Peti
Kemas:
a. jenis Freight (Cargo Container);
b. jenis Thermal Container; dan

c. jenis Tank.
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BAB VIII
PENGAWASAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN,
DAN SERTIFIKASI PETI KEMAS SERTA PENENTUAN
BERAT KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI
(VERIFIED GROSS MASS/ VGM)

Pasal 57
Pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan
Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Peti Kemas
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan Uji Petik.
Uji Petik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa.
Petugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dapat melarang penggunaan atau menahan Peti
Kemas apabila dalam pemeriksaan diketahui keadaan
Peti Kemas dapat menimbulkan bahaya bagi
keselamatan atau Peti Kemas tidak memiliki tanda
persetujuan yang sah atau Peti Kemas dinilai tidak
memenuhi persyaratan konvensi atau Peraturan
Menteri ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
oleh Petugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 58

Pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan
penimbangan dalam menentukan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)
dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Pelabuhan
memastikan Peti Kemas sebelum diangkut di kapal
telah memenuhi persyaratan Kelaikan Peti Kemas dan
telah dilengkapi dengan dokumen atau sertifikat Berat

Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross
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Mass/VGM) yang akan digunakan untuk Rencana
Pemuatan di Kapal (Ship Stowage Plan).

Pasal 59

Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Direktur
Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan
oleh Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58, harus menyebutkan waktu dan tempat
perawatan serta pihak yang melakukan perawatan dan
setiap defisiensi atau ketidaksesuaian Peti Kemas yang
telah ditemukan.

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib disimpan oleh Pemilik Peti Kemas selama 5

(lima) tahun.

Pasal 60

Dalam hal hasil pemeriksaan dan pengujian Peti
Kemas tidak memenuhi persyaratan tetapi telah
memiliki tanda persetujuan dari pejabat Pemerintah
asing yang berwenang, maka pelarangan Peti Kemas
harus diberitahukan kepada perwakilan negara yang
bersangkutan melalui Direktur Jenderal.

Setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Peti Kemas diberikan tanda larangan atau

tanda penahanan.

Pasal 61
Dalam hal Peti Kemas yang diberi tanda larangan atau
tanda penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 telah diperbaiki dan menurut petugas pemeriksa
telah memenuhi kelaikan Peti Kemas, maka Peti Kemas
harus diizinkan untuk digunakan kembali dengan cara
melepas tanda larangan atau tanda penahanan dan
menyerahkan surat pembebasan kepada Pemilik Peti

Kemas atau Nakhoda.
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(2) Tanda larangan atau tanda penahanan dan surat
pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan menggunakan format Contoh 22 dan
Contoh 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 62
Dalam hal hasil pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Peti
Kemas tidak dapat diperbaiki lagi, maka tanda persetujuan

Peti Kemas harus dimusnahkan.

Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan dan
pelepasan tanda larangan, serta pengadaan tanda larangan
atau tanda penahanan diatur dengan Peraturan Direktur

Jenderal.

Pasal 64
Pemilik Peti Kemas, Nakhoda, dan operator terminal Peti
Kemas, wajib membantu pelaksanaan tugas pengawasan
yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa dengan
menyediakan personil dan peralatan yang diperlukan oleh
Petugas Pemeriksa untuk mengadakan pemeriksaan Peti

Kemas.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 65
(1) Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha
Yang Ditunjuk, Pemilik Peti Kemas, Shipper, atau
Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 36,
atau Pasal 38 dikenakan sanksi administratif, berupa:
a. peringatan tertulis;

b. pembekuan sertifikat; dan
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c. pencabutan sertifikat beserta Pelat Persetujuan
Kelaikan (Safety Approval Plate).

(2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut untuk jangka waktu masing-masing S (lima) hari
kerja.

(3) Dalam hal pemegang sertifikat atau Pelat Persetujuan
Kelaikan (Safety Approval Plate) tidak melaksanakan
kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu
peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif
berupa pembekuan sertifikat.

(4) Pembekuan sertifikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikenakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
kerja.

(5) Dalam hal pemegang sertifikat telah dikenakan sanksi
pembekuan sertifikat tidak melaksanakan
kewajibannya paling lama 3 (tiga) hari kerja, maka
dilakukan pencabutan sertifikat beserta Pelat

Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate).

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66
Peti Kemas yang telah difungsikan dan mendapatkan
persetujuan serta dilakukan pemeriksaan untuk perawatan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka

waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67
Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk:
a. Peti Kemas yang didesain untuk pengangkutan di

udara;
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b. Peti Kemas pada sasis atau trailer termasuk Peti
Kemas tangki (tank container), Peti Kemas rak datar
(flat-rack container), Peti Kemas muatan curah (bulk
container) yang diangkut secara bersamaan pada kapal
ro-ro/kapal penyeberangan; dan

c. Peti Kemas yang tidak sesuai standar konvensi.

Pasal 68
Peti Kemas lama yang telah diuji dan disetujui oleh badan
klasifikasi asing atau organisasi di luar negeri atau
pemerintah negara lain yang diakui oleh Organisasi Maritim
Internasional (International Maritime Organization/IMO)

dibebaskan dari pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas.

Pasal 69
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelaikan Peti Kemas yang
dirancang dengan spesifikasi khusus untuk digunakan di
fasilitas lepas pantai diatur dengan Peraturan Direktur

Jenderal.

Pasal 70
Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan

pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 78 Tahun 1989 tentang
Penunjukan Pelayanan Jasa Pemeriksaan dan Sertifikat Peti
Kemas kepada PT. (Persero) Biro Klasifikasi Indonesia,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 72
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2018

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 53 TAHUN 2018

TENTANG KELAIKAN PETI KEMAS DAN BERAT
KOTOR PETI KEMAS TERVERIFIKASI

Contoh 1
(KOP BADAN USAHA)
Nomor
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Penunjukan
Pelaksanaan Pemeriksaan, Yth. Direktur Jenderal
Pengujian, dan Sertifikasi Perhubungan Laut
Peti Kemas
di
Tempat

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang
Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi, bersama ini Kami ... mengajukan permohonan
untuk mendapatkan kewenangan melaksanakan
Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Peti Kemas.

2. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir
disampaikan persyaratan, yaitu:
a. ...
b. ...
c. ..
d. dst.

3. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan
pertimbangan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

(NAMA BADAN USAHA)
(STEMPEL/CAP PERUSAHAAN)

(NAMA JELAS DAN TANDA
TANGAN PENANGGUNG
JAWAB BADAN USAHA)

Tembusan Yth.:

Direktur Perkapalan dan Kepelautan'
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Contoh 2

(KOP SURAT INSTITUSI)
Nomor
Lampiran : Kepada
Perihal : Pengembalian Berkas

Permohonan Penunjukan Yth. (NAMA BADAN USAHA)
Pelaksanaan Pemeriksaan,

Pengujian, dan Sertifikasi

Peti Kemas di
Tempat
1. Menunjuk surat Saudara nomor ... tanggal ... perihal ...,

disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian atas
persyaratan pada dokumen permohonan Saudara didapatkan
beberapa hal yang harus diperbaiki atau dilengkapi, yaitu:

a. ..
b. ...
c. dst

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara

memperbaiki atau melengkapi kembali persyaratan dimaksud
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1,
guna proses lanjut.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

.................................................

Tembusan Yth.:

Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
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Contoh 3

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEHUBUNGAN LAUT
NOMOR

TENTANG

PENUNJUKKAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN, PENGUJIAN,
DAN SERTIFIKASI PETI KEMAS KEPADA ...

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM ... Tahun ... tentang Kelaikan Peti Kemas
dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi dan telah
diatur mengenai pemberian surat Penunjukkan
Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengujian, dan
Sertifikasi Peti Kemas dapat dilakukan oleh Badan
Klasifikasi yang ditunjuk atau Badan Usaha yang
ditunjuk yang diberikan oleh Direktur Jenderal,

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap
persyaratan administrasi dan teknis, dapat
diberikan Penunjukkan Pelaksanaan Pemeriksaan,
Pengujian, dan Sertifikasi Peti Kemas kepada PT. ...
sebagai Badan Usaha yang ditunjuk untuk
melakukan kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan
sertifikasi Peti Kemas di Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut tentang Penunjukan
Pelaksanaan Pemeriksaan, Pengujian, dan
Sertifikasi Peti Kemas Kepada ...;

Menimbang

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002
tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Mengingat

4227);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
Tahun ... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat

Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
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Memperhatikan Surat ... Nomor ... tanggal ... perihal ...;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
LAUT TENTANG PENUNJUKKAN PELAKSANAAN
PEMERIKSAAN, PENGUJIAN, DAN SERTIFIKASI PETI
KEMAS KEPADA ... .

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan penunjukan untuk melakukan kegiatan
Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Peti Kemas di
Indonesia, dengan data Perusahaan kepada:
Nama Perusahaan
Alamat
Nomor Pokok Wajib PaJak
Pengesahan Badan Usaha
Pimpinan Perusahaan
Penanggung Jawab

KEDUA : ... (badan klasifikasi atau badan wusaha) dalam
melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA, diwajibkan:

a. menjalankan kegiatannya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perkapalan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait lainnya;

b. menyampaikan laporan kegiatannya secara
berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur
Jenderal Perhubungan Laut;

c. menyampaikan laporan tahunan yang
merupakan rekapitulasi dari laporan berkala
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut
yang disampaikan paling lambat tanggal
31 Maret pada tahun berjalan; dan

d. melaporkan kepada Direktur Jenderal
Perhubungan Laut setiap terjadi perubahan
kepemilikan saham, perubahan alamat,
perubahan penanggung jawab perusahaan, dan
keterlibatan pihak lain.

) Penunjukan untuk melakukan kegiatan Pemeriksaan,
KETIGA : ”. . . ) .
Pengujian, dan Sertifikasi Peti Kemas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku selama
S (lima) tahun.

KEEMPAT : Penunjukar} kepada ... (t?adan klasifikasi atgu bgdan
usaha), dicabut apabila Pemegang Izin tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA, melanggar peraturan
perundang-undangan di bidang pelayaran dan
peraturan perundang-undangan terkait lainnya
dan/atau sesuai hasil evaluasi tahunan diketemukan
tidak lagi memenuhi persyaratan.
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Kegiatan Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Peti

KELIMA
Kemas untuk ... (badan klasifikasi atau badan usaha)
berlaku untuk di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan melaksanakan
KEENAM )
pembinaan dan pengawasan terhadap Keputusan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini.
KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan,;

3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direksi PT. ... .
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Contoh 4

(KOP SURAT PEMILIK PETI KEMAS BARU TIPE DESAIN DAN PROTOTYPE)

Nomor
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Pemeriksaan,
Pengujian, dan Sertifikasi Peti Yth. (Direktur Jenderal atau Badan
Kemas Type Design dan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau
Prototype Badan Usaha Yang Ditunjuk)*
di
Tempat
1. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
Tahun ... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti

Kemas Terverifikasi, diatur bahwa untuk memperoleh sertifikat
pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas Type Design dan
Prototype, Pemilik Peti Kemas mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal atau Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau
Badan Usaha Yang Ditunjuk.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami
mengajukan permohonan kepada (Direktur Jenderal atau Badan
Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk)*,
untuk dapat melakukan Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi
Peti Kemas milik kami.

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir disampaikan
persyaratan sebagai berikut:

4. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan
pertimbangan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

(NAMA BADAN USAHA)
(STEMPEL/CAP PERUSAHAAN)

(NAMA JELAS DAN TANDA
TANGAN PENANGGUNG

Temb Yth.:
embusan JAWAB BADAN USAHA)

Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

*) pilih salah satu dan untuk Badan Klasifikasi atau Badan Usaha disebutkan
nama Badan Klasifikasi atau Badan Usaha tersebut
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Contoh 5

Nomor
Lampiran
Perihal

-64-

(KOP SURAT INSTITUS])

Kepada

Rekomendasi  Perbaikan
Untuk Pemenuhan

. Yth.
Persyaratan Pemeriksaan,
Pengujian, dan Sertifikasi
Peti Kemas Type Design di
dan Prototype

(Nama/Perusahaan Pemohon)

Tempat

1. Menunjuk surat Saudara nomor ... tanggal ... perihal ...,
disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian atas
persyaratan pada dokumen = permohonan  Saudara
didapatkan beberapa hal yang harus diperbaiki atau
dilengkapi, yaitu:
d e
e ...
f.  dst.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara
memperbaiki atau melengkapi kembali persyaratan
dimaksud kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut
dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud
pada angka 1, guna proses lanjut.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

(NAMA INSTITUSI)
(STEMPEL/CAP PERUSAHAAN)

(NAMA JELAS DAN TANDA
TANGAN PENANGGUNG JAWAB
PADA INSTITUSI)
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Contoh &
LOGO SERTIFIKAT KONSTRUKSI FETI KEMAS
GARUDA CONTAINER CONSTRUCTION CERTIFICATE

B § ciiiirriidbriiiniidiniis

Diterbitkan Menurut Ketentuan
Issued under The Provisions of The

2018, No.757

Konvensi International tentang Kelaikan Peti Kemas dan Peraturan Menteri Perhubungan Momor PM ... Tahun ...
tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
International Convention for Safe Container and Minister of Transportation Decree No ... Years ...

Dalam Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia
Under the Authority of the Government of The Republic Indonesia

Nama Pabrik Pembuat
Name of Manufacturer
Tempat Pabrik Pembuat
Location of Works

concerning The Safety of Container

Sertifikat ini diterbitkan untuk  pemohon sebagaimana tersebut di atas untuk mensertifikasi peti kemas
sebagaimana dimaksud di bawah ini, yang diproduksi dan diuji sesuai dengan Konvensi International tentang
Kelaikan Peti Kemas dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Kelaikan Peti Kemas dan
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi, telah diperiksa dan sesuai dengan gambar-gambar yang telah disetujui dan
prototype peti kemas yang diidentifikasi sebagai berikout:

This Certificate is issued to the above client to certify that the under noted containers, which were manufactured and
tested in accordance with nternational convention for safe containers and Minister of Transportation Decree No ...
Years ... concerming The Safety of Container , have been inspected and found to be in accordance with approved
drawings and the prototype container indentified as follows:

Nomor Seri Prototipe Nomor C5C
Prototype Serial Number Type Approvalf CSC
................................... B Number

Nomer Model dari Pabrik

Pembuat Size and Type Code
Manufacturer's Model Number ...

............... Eg“.....cooc. I
Berat Muatan Maksimum
Moximum Product Load
............... Eg-.....o........ Ib
Kemampuan Penumpukan
Stacking Capability
............... Eg”............. Ib

Beban Pengujian “Transverse Racking”
Transverse Racking Test Load
............... kg=............ Ib

Nama Pemilik dan Kode Tanda
Ouwmer's Name and Code Letters

Jumlah Peti Kemas yang dicalkup oleh Sertifikat

Ini

Number of Container Covered By This Certificate

Nomor Seri dari Pemilik Nomor Seri dari
Owmner's Serial Number Pabrik Pembuat
.......... Manufacturer’s Serial

Berat Tara

Tare Weight

............... Eg"...cc..c.... Ib
Kapasitas Peti Kemas

Net Cargo Capacity
............... m* . B2

Beban Pengujian Penumpukan
Stacking Test Load

Number
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Kekuatan Dinding Ujung Kekuatan Dinding Sisi
End Wall Strength Side Wall Strength
........................... P ITTRRETTT—
Tanggal Produksi [Bulan dan Tahun) Bulan dan Tahun Pengujian Pertama
Date of Manufacture (Month and Year] First Examinafion Date

Pernyataan Kayu Pelindung
Timber Immunisation Declaration
1.* Semua kayu yang digunakan pada konstruksi peti kemas yang disebutkan di atas telah diperlakukan
satu atau lebih perawatan yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan
All exposed timber used in the construction of containers listed above has been treated with one or more of
the preservatives approved by the Department of Health
D 2.* Tidak terdapat kayu pada peti kemas yvang disebutkan di atas
There is no expossed timber on the containers listed above
|:| 3.* Semua kayu tidak diberi perlakuan apapun
All exposed timber is Untreated

Diterbitkan Pada
di Tanggsl SRR AR FREE R R RS
Issued at on

JABATAN DAN NAMA INSTANSI/UNIT
KERJA YANG MENGELUARKAN SERTIFIKAT

... tanda tangan dan stempel ...
NAMA

* Beri tanda “X™ untuk vang scsuai [/ Mark “X° as appropriate
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Nomor
Lampiran
Perihal
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(KOP SURAT PEMILIK PETI KEMAS BARU TIPE INDIVIDUAL)

Kepada
Permohonan Pemeriksaan,
Pengujian, dan Sertifikasi Yth. (Direktur Jenderal atau
Peti Kemas Individual Klasifikasi Yang Ditunjuk

Badan Usaha Yang Ditunjuk)*
di
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun
... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi, diatur bahwa untuk memperoleh sertifikat
pemeriksaan dan pengujian Peti Kemas Individual, Pemilik Peti
Kemas mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal atau
Badan Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang
Ditunjuk.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami
mengajukan permohonan kepada (Direktur Jenderal atau Badan
Klasifikasi Yang Ditunjuk atau Badan Usaha Yang Ditunjuk)*,
untuk dapat dilakukan Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi
Peti Kemas milik kami.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir disampaikan
persyaratan sebagai berikut:

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan
pertimbangan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

(NAMA PEMILIK PETI KEMAS BARU)
(STEMPEL/CAP PERUSAHAAN)

(NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN
PEMILIK PETI KEMAS BARU TIPE
INDIVIDUAL)

Tembusan Yth.:

Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

*) pilih salah satu dan untuk Badan Klasifikasi atau Badan Usaha disebutkan
nama Badan Klasifikasi atau Badan Usaha tersebut
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Contoh 8
(KOP SURAT INSTITUSI)

Nomor
Lampiran : Kepada
Perihal : Rekomendasi Perbaikan

untulk Pemgnuhan Yth. (Nama/Perusahaan Pemohon)

Persyaratan = Pemeriksaan,

Pengujian, dan Sertifikasi

Peti Kemas Individual di

Tempat
1. Menunjuk surat Saudara nomor ... tanggal ... perihal ..., disampaikan

bahwa berdasarkan hasil penelitian atas persyaratan pada dokumen
permohonan Saudara didapatkan beberapa hal yang harus diperbaiki
atau dilengkapi, yaitu:

g ...

h. ...;

i. dst.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara memperbaiki
atau melengkapi kembali persyaratan dimaksud kepada Direktur
Jenderal Perhubungan Laut dengan melampirkan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada angka 1, guna proses lanjut.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA INSTITUSI)
(STEMPEL/CAP PERUSAHAAN)

(NAMA JELAS DAN TANDA
TANGAN PENANGGUNG JAWAB
PADA INSTITUSI)
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Contoh 9
SERTIFIKAT KELAIKAN PETI KEMAS
LOGO Certificate of Safety Container
GARUDA NO. & it

Diterbitkan Menurut Ketentuan

Issued under The Provisions of The

Konvensi Internasional tentang Kelaikan Peti Kemas dan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Kelaikan Peti Kemas

dan Berat Kotor Terverifikasi

International Convention for Safe Container and Minister of Transportation
Decree No ... Years ... concerning The Safety of Container

Dalam Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia

Under the Authority of the Government of The Republic Indonesia

Nama Pemilik PPN
Name of Owner

Nomor Peti Kemas PPN
Container Number

Tempat Pemeriksaan PP PPPPRRt

Place of Inspection

SPESIFIKASI TEKNIS

TECHNICAL SPESIFICATION

Nomor CSC N
CSC Number

Tanggal Pembuatan PPN
Date of Manufacture

Nama Pembuat PP ORI PPN
Name of Manufacturer

Nomor Seri Pembuat PP PP PPt
Manufacturer’s Serial Number

Tanggal Pemeriksaan Berikutnya : ......ccooveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieea
Next Inspection Date

Jenis L e aaaaaaaaan

Type
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Berat Kotor Maksimal :...Kg...1b Berat Kosong : ... Kg ... Ib

Max Gross Weight (Kg) Tare Weight

Berat Muatan Maksimum : ... Kg ... 1b Kapasitas Peti Kemas : ... m3 ... ft3
Payload Weight Cube Capacity

Berat tumpukan yang diizinkan untuk 1.8 g: ... Kg ... 1b
Allowable Stacking Weight for 1.8G

Nilai Pengujian Pembebanan : ... Kg... lb

Racking Test Load Value

Sertifikat Kelaikan Peti Kemas sebagaimana tersebut di atas telah diperiksa
sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Kelaikan Peti Kemas dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Kelaikan Peti
Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi

This Certificate of Safety Container that above container has been inspected in
accordance with the the provisions of the International Convention for Safe
Container and Minister of Transportation Decree No ... Years ... concerning The
Safety of Container

Diberikan di : Tanggal :

Issued at Date

JABATAN DAN NAMA INSTANSI/UNIT KERJA
YANG MENGELUARKAN SERTIFIKAT

... tanda tangan dan stempel ...
NAMA
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Contoh 10

Pelat Persetujuan Kelaikan (Safety Approval Plate)

2018, No.757

CSC SAFETY APPROVAL
Baris 1 [RI- Identitas yang menerbitkan / Referensi Persetujuan / Tahun Persetujuan]
Baris 2 DATE MANUFACTURED = it
Baris 3 IDENTIFICATION NUMBER = ittt
Baris 4 MAXIMUM OPERATING GROSS .....cccoovenennen. kg Ib >
MASS 100
mm
Baris 5 ALLOWABLE STACKING LOAD .....ccccccooen... kg Ib
FOR 1,8 g
Baris 6 TRANSVERSE RACKING TEST ...cccocvvininnnn. newtons
FORCE
BaTiS 7 i
= o T PPN v
BaaTiS O e
1
> 200 mm |

Keterangan:

Baris 1 diawali dengan RI kemudian nama badan usaha/organisasi yang menerbitkan
persetujuan, diikuti dengan referensi persetujuan dan tahun penerbitan
persetujuan.

Baris 2  tanggal (bulan dan tahun) produksi.

Baris 3 nomor identitas pabrik pembuat Peti kemas atau dalam hal peti kemas lama tidak
diketahui, maka nomor tersebut diperoleh dari Direktur Jenderal.

Baris 4  Berat Kotor Maksimal untuk Penggunaan Peti Kemas dinyatakan dalam satuan
kilograms (kg) dan pounds (1b).

Baris S  beban penumpukan yang diizinkan pada 1,8 g.

Baris 6 gaya pada pengujian Transverse Racking dinyatakan dalam satuan newtons.

Baris 7  kekuatan ujung dinding (end wall strength) harus ditunjukan pada plat hanya jika
ujung dinding dirancang untuk menahan gaya kurang lebih 0,4 kali gaya gravitasi
dengan muatan maksimum yang diizinkan yaitu 0,4 Pg.

Contoh : End Wall Strength 0,5 P’.

Baris 8 kekuatan sisi dinding (Side- Wall Strength) harus ditunjukan pada plat hanya jika
sisi dinding dirancang untuk menahan gaya kurang lebih 0,6 kali gaya gravitasi
dengan muatan maksimum yang diizinkan yaitu 0,6 Pg.

Contoh : Side Wall Strength 0,8 P’.

Baris 9 tanggal pengujian perawatan pertama (bulan dan tahun) untuk Peti Kemas baru
dan tanggal perawatan selanjutnya (bulan dan tahun) jika plat digunakan untuk
tujuan ini.

10 jika pintu peti kemas disetujui untuk satu pintu keluar yang dioperasikan, maka
beban penumpukan yang diizinkan untuk satu pintu keluar yang dioperasikan
pada 1,8 g (ALLOWABLE STACKING LOAD ONE DOOR OFF FOR 1.8 g) harus
ditunjukan pada plat di dekat nilai stacking test value (lihat baris 5).

11 jika pintu peti kemas disetujui untuk satu pintu keluar yang dioperasikan, maka

gaya pada pengujian Transverse Racking untuk satu pintu keluar (TRANSVERSE
RACKING TEST FORCE ONE DOOR OFF FOR 1.8 g) harus ditunjukan pada plat di
dekat nilai racking test value (lihat baris 6).
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Contoh 11

SERTIFIKAT KONSTRUKSI PETI KEMAS

LOGO CONTAINER CONSTRUCTION CERTIFICATE
ARUDA/ o

Diterbitkan Menurut Ketentuan
Issued under The Provisions of The

Konvensi Internasional tentang Kelaikan Peti Kemas dan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM ... Tahun ... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
International Convention for Safe Container and Minister of Transportation Decree
No ... Years ... concerning The Safety of Container

Dalam Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia
Under the Authority of the Government of The Republic Indonesia

Nama Pabrik Pembuat

Name ofManufacturer ittt ttetieteeeeeeeeeaeteteeeeata e aenataetaea ettt aaeaeeaeeaaeenteearenaeaaaneaens
Tempat Pabrik Pembuat

Location Of Works L ettt eteeeeeaeeeeeeeeeeaaea e teeeeetaeteeeeeaenetaetaetaeeneteetetneaneanaenennrans

Sertifikat ini diterbitkan untuk pemohon sebagaimana tersebut di atas untuk mensertifikasi peti kemas sebagaimana
dimaksud di bawah ini, yang diproduksi dan diuji sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Kelaikan Peti Kemas dan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi, telah diperiksa dan sesuai dengan gambar-gambar yang telah disetujui dan prototype Peti Kemas yang
diidentifikasi sebagai berikut:

This Certificate is issued to the above client to certify that the under noted containers, which were manufactured and tested in
accordance with International convention for Safe Containers and Minister of Transportation Decree No ... Years ... concerning
The Safety of Container, have been inspected and found to be in accordance with approved drawings and the prototype
container indentified as follows:

Nomor Seri Prototipe
Prototype Serial Number

------------------------------------- Type Approval/ CSC Number Owner’s Name and Code Letters

Nomor CSC Nama Pemilik dan Kode Tanda

Tipe Peti Kemas
Type of Container

............................ Number of Container Covered by This Certificate

Jumlah Peti Kemas yang dicakup oleh Sertifikat Ini

Nomor Model dari Pabrik
Pembuat
Manufacturer’s Model Number Size and Type Code

.............................................. Owner’s Serial Number  Manufacturer’s Serial Number

Ukuran dan Kode Jenis Nomor Seri dari Nomor Seri dari Pabrik
Pemilik Pembuat

...................... Approved Endorsement

Berat Kotor Maksimum
Max Gross Weight
............... kg‘ 1b Tare Weight

Berat Tara

Berat Muatan Maksimum
Maximum Product Load

............... kg=.............. Ib Net Cargo Capacity

Kapasitas Peti Kemas

Beban Pengujian Penumpukan

............... kg=.............. Ib Stacking Test Load
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Beban Pengujian “Transverse Racking’
Transverse Racking Test Load

Kekuatan Dinding Ujung
End Wall Strength

Tanggal Produksi (Bulan dan Tahun)
Date of Manufacture (Month and Year)

Pernyataan Kayu Pelindung
Timber Immunisation Declaration

D 1. * Semua kayu yang digunakan pada konstruksi peti kemas yang disebutkan di atas telah diperlakukan satu atau

-73-

Beban Pengujian Kekuatan Alas
Floor Strength Test Load

Kekuatan Dinding Sisi
Side Wall Strength

Bulan dan Tahun Pengujian Pertama

First Examination Date

lebih perawatan yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan

All exposed timber used in the construction of containers listed above has been treated with one or more of the

preservatives approved by the Department of Health

I:l 2. * Tidak terdapat kayu pada peti kemas yang disebutkan di atas
There is no expossed timber on the containers listed above

|:| 3. * Semua kayu tidak diberi perlakuan apapun

All exposed timber is Untreated

Diterbitkan
di
Issued at

Pada .

Tanggal

on

JABATAN DAN NAMA INSTANSI/UNIT KERJA
YANG MENGELUARKAN SERTIFIKAT

2018, No.757

... tanda tangan dan stempel ...

* Beri tanda “X” untuk yang sesuai / Mark “X“ as appropriate

NAMA
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Contoh 12
SERTIFIKAT KELAIKAN PETI KEMAS
LOGO
Certificate of Safety Container
GARUDA

Diterbitkan menurut ketentuan

Issued under The Provisions of The

Konvensi Internasional tentang Kelaikan Peti Kemas dan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM ... Tahun ... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
International Convention for Safe Container and Minister of Transportation Decree

No ... Years ... concerning The Safety of Container

Dalam Kewenangan Pemerintah Republik Indonesia

Under the Authority of The Government of The Republic Indonesia

Nama Pemilik

Name of Owner

Nomor Peti Kemas

Container Number

Tempat Pemeriksaan

Place of Inspection

SPESIFIKASI TEKNIS
TECHNICAL SPESIFICATION
Nomor CSC

CSC Number

Tanggal Pembuatan

Date of Manufacture

Nama Pembuat

Name of Manufacturer

Nomor Seri Pembuat

Manufacture’s Serial Number

Tanggal Pemeriksaan Berikutnya

Next Inspection Date

Jenis

Type

Berat Kotor Maksimal e Kg......... Ib  Berat Kosong D Kg......... Ib
Max Gross Weight (Kg) Tare Weight

Berat Muatan Maksimum D Kg......... Ib  Kapasitas Peti Kemas : ........ md ... ft3
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-75-
Payload Weight Cube Capacity
Berat tumpukan yang diizinkan untuk 1.8 g : ........ Kg......... Ib
Allowable Stacking Weight for 1.8G
Nilai Pengujian Pembebanan R Kg......... Ib

Racking Test Load Value

Sertifikat Kelaikan Peti Kemas sebagaimana tersebut di atas telah diperiksa sesuai dengan Konvensi
Internasional tentang Kelaikan Peti Kemas dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ...
tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi

This Certificate of Safety Container that above container has been inspected in accordance with the
provisions of the International Convention for Safe Container and Minister of Transportation Decree No ...
Years ... concerning The Safety of Container

Diberikan di : Tanggal

Issued at Date

JABATAN DAN NAMA INSTANSI/UNIT KERJA YANG
MENGELUARKAN SERTIFIKAT

... tanda tangan dan stempel ...

NAMA
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Contoh 13
(KOP SHIPPER)*
Nomor
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan
Persetujuan Penentuan Yth. (Sebutkan Nama  Penyelenggara
Berat Kotor Peti Kemas Pelabuhan)
Terverifikasi (Verified
Gross Mass/ VGM) di
Tempat
1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ...
Tahun ... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti

Kemas Terverifikasi, disebutkan bahwa Shipper yang melakukan
penimbangan untuk penentuan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) harus mendapat
persetujuan penentuan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
(Verified Gross Mass/ VGM) dari Penyelenggara Pelabuhan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diajukan
permohonan kepada (sebutkan nama Penyelenggara Pelabuhan),
kiranya dapat memberikan persetujuan kepada (sebutkan nama
Shipper) untuk melakukan penimbangan untuk penentuan Berat
Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)
terhadap barang atau Peti Kemas milik kami/perusahaan kami
sendiri.

3. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir disampaikan
persyaratan sebagai berikut:

4. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan
pertimbangan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

(NAMA SHIPPER)
(STEMPEL/CAP SHIPPER)

Tembusan Yth.:
1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

*) kop shipper dapat kosong atau dalam bentuk surat tanpa kop apabila shipper
tidak memiliki format kop surat
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Contoh 14

Nomor
Lampiran
Perihal

o 2018, No.757

(KOP SURAT PENYELENGGARA PELABUHAN)

Kepada
Pengembalian = Permohonan
Persetujuan Penentuan Berat Yth. (Nama/ Perusahaan Pemohon)
Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross di
Mass/ VGM)
Tempat
. Menunjuk surat Saudara nomor ... tanggal ... perihal ..., disampaikan

bahwa berdasarkan hasil penelitian atas persyaratan pada dokumen
permohonan Saudara didapatkan beberapa hal yang harus diperbaiki
atau dilengkapi, yaitu:

a. ...;

b. ...

c. dst.

. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara memperbaiki

atau melengkapi kembali persyaratan dimaksud kepada Penyelenggara
Pelabuhan ... dengan melampirkan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada angka 1, guna proses lanjut.

. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

(PENYELENGGARA PELABUHAN)

Tembusan Yth.:

Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
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Contoh 15

PERSETUJUAN PENENTUAN VERIFIKASI BERAT
KOTOR PETI KEMAS UNTUK SHIPPER
Letter of Permit to Verified Gross Mass

for Container for Shipper

Nomor :
Number

Diterbitkan menurut ketentuan
Issues under The Provisions of The

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ...
tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
Minister of Transportation Decree
No ... Years ... concerning The Safety of Container

Nama Perusahaan
Company Name

Alamat Perusahaan
Company Address

Nomor Surat Izin Usaha
Business License Number

Jenis Bidang Usaha
Type of Business Sector

Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Owner/ Operator Name

Alamat Pemilik /Penanggung Jawab
Owner/ Operator Address

Nomor Pokok Wajib Pajak

Metode yang digunakan : Metode 1 / Metode 2 ¥)
Method applied

Kewajiban Pemegang Surat Persetujuan
Letter of permit holder responsibility

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

perkapalan.
Comply with all laws and regulations related to marine pollution prevention.
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2. Menjamin data Berat Kotor Peti Kemas terverifikasi sesuai dengan hasil
penimbangan.
Should guarantee that data of Verified Gross Mass of container according to
the weighing result.

3. Mengutamakan aspek keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan.
Prioritize safety aspects in the implementation of activities.

4. Menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Reports its activities regularly every 6 (six) months to the Director General of
Sea Transportation.

5. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi
perubahan kepemilikan, perubahan alamat, perubahan penanggung jawab
perusahaan, keterlibatan pihak lain, dan metode yang digunakan.

Report to the Director General of Sea Transportation any change of ownership
of shares, change of address, change of person in charge of company,
involvement of other party and applied method.

6. Memberikan informasi yang transparan tentang standar operasional
prosedur dan semua biaya yang diterapkan mengenai jumlah kotor wadah
yang diverifikasi.

Provide the transparent information of the operational standards of
procedures and all cost applied regarding the verified gross mass of container
provide the transparent information of the operational standards of
procedures and all cost applied regarding the verified gross mass of container.

Surat Persetujuan Penentuan Verifikasi Berat Kotor Peti Kemas Untuk Shipper
ini dapat dicabut apabila pemegang tidak mematuhi kewajiban dan/atau
melakukan tindak pidana yang terkait dengan kegiatan usahanya.

This Letter of Permit to Verified Gross Mass for Container for Shipper can be
revolved if the holder does not comply with their obligations or commiting a crime
concern with their business activities.

Surat Persetujuan Penentuan Verifikasi Berat Kotor Peti Kemas Untuk Shipper
ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia
selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

This Letter of Permit to Verified Gross Mass for Container for Shipper is valid from
the date issued and is valid throughout in Indonesia for 1 (one) year and may be
extended.

Berlaku s/d .................. Diberikan di .................
Valid until Issued at

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
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Contoh 16
(KOP SURAT PIHAK KETIGA)
Nomor
Lampiran : Kepada
Perihal : Permohonan Persetujuan
Penentuan Berat Kotor Peti Yth. (Sebutkan nama Penyelenggara
Kemas Terverifikasi (Verified Pelabuhan)
Gross Mass/ VGM)
di
Tempat

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
Tahun ... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi, disebutkan bahwa Pihak Ketiga yang melakukan
penimbangan untuk penentuan Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ... ayat (...), wajib mendapat persetujuan penentuan
Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM)
dari Penyelenggara Pelabuhan.

2. Terkait hal tersebut di atas, bersama ini diajukan permohonan
kepada (sebutkan nama Penyelenggara Pelabuhan), kiranya dapat
memberikan persetujuan kepada (sebutkan nama Pihak Ketiga)
untuk melakukan penimbangan untuk penentuan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi (Verified Gross Mass/VGM) terhadap
barang/Peti Kemas.

3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini terlampir disampaikan
persyaratan sebagai berikut:

4. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan
pertimbangan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

(NAMA SHIPPER)

(STEMPEL/CAP SHIPPER)

(NAMA JELAS DAN TANDA
TANGAN SHIPPER)

(NAMA JELAS DAN TANDA

Tembusan Yth.: TANGAN PIHAK KETIGA)

1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;

2. Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
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Nomor
Lampiran

Perihal

Tembusan Yth.:

81 2018, No.757

(KOP SURAT PENYELENGGARA PELABUHAN)

Kepada

Pengembalian Permohonan

Persetujuan P.enentuan Yth. (Nama/ Perusahaan Pemohon)
Berat Kotor Peti Kemas
Terverifikasi (Verified Gross
Mass/ VGM) di
Tempat
1. Menunjuk surat Saudara nomor ... tanggal ... perihal ...,

disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian atas
persyaratan pada dokumen permohonan Saudara didapatkan
beberapa hal yang harus diperbaiki atau dilengkapi, yaitu:

a. ...

b. ...

c. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara
memperbaiki atau melengkapi kembali persyaratan dimaksud
kepada Penyelenggara Pelabuhan ... dengan melampirkan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1, guna
proses lanjut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

(PENYELENGGARA PELABUHAN)

Direktur Perkapalan dan Kepelautan.

www.peraturan.go.id



2018, No.757 8o.

Contoh 18

PERSETUJUAN PENENTUAN VERIFIKASI BERAT KOTOR
PETI KEMAS UNTUK PIHAK KETIGA SELAIN SHIPPER
Letter of Permit to Verified Gross Mass for Container for Third Party Non Shipper

Nomor :
Number

Diterbitkan menurut ketentuan
Issues under The Provisions of The

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ...
tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
Minister of Transportation Decree
No ... Years ... concerning The Safety of Container

Nama Perusahaan
Company Name

Alamat Perusahaan
Company Address

Nomor Surat Izin Usaha
Business License Number

Jenis Bidang Usaha
Type of Business Sector

Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Owner/ Operator Name

Alamat Pemilik /Penanggung Jawab
Owner/ Operator Address

Nomor Pokok Wajib Pajak

Metode yang digunakan : Metode 1 / Metode 2 *)
Method applied

Kewajiban Pemegang Surat Persetujuan
Letter of permit holder responsibility

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
perkapalan.
Comply with all laws and regulations related to marine pollution prevention.

2. Menjamin data Berat Kotor Peti Kemas terverifikasi sesuai dengan hasil
penimbangan.
Should guarantee that data of verified gross mass of container according to
the weighing result.

3. Mengutamakan aspek keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan.
Prioritize safety aspects in the implementation of activities.
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4. Menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Reports its activities regularly every 6 (six) months to the Director General of
Sea Transportation.

5. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi
perubahan kepemilikan, perubahan alamat, perubahan penanggung jawab
perusahaan, keterlibatan pihak lain, dan metode yang digunakan.

Report to the Director General of Sea Transportation any change of ownership
of shares, change of address, change of person in charge of company,
involvement of other party and applied method.

6. Memberikan informasi yang transparan tentang standar operasional
prosedur dan semua biaya yang diterapkan mengenai jumlah kotor wadah
yang diverifikasi.

Provide the transparent information of the operational standards of
procedures and all cost applied regarding the verified gross mass of container
provide the transparent information of the operational standards of
procedures and all cost applied regarding the verified gross mass of container.

Surat Persetujuan Penentuan Verifikasi Berat Kotor Peti Kemas Untuk Pihak
Ketiga selain Shipper ini dapat dicabut apabila pemegang tidak mematuhi
kewajiban dan/atau melakukan tindak pidana yang terkait dengan kegiatan
usahanya.

This Letter of Permit to Verified Gross Mass for Container for Third Party Non
Shipper can be revolved if the holder does not comply with their obligations or
commiting a crime concern with their business activities.

Surat Persetujuan Penentuan Verifikasi Berat Kotor Peti Kemas Untuk Pihak
Ketiga selain Shipper ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan berlaku di
seluruh wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
kembali.

This Letter of Permit to Verified Gross Mass for Container for Third Party Non
Shipper is valid from the date issued and is valid throughout in Indonesia for 1
(one) year dan may be extended.

Berlaku s/d ...c.ccovveveninnenni.. Diberikan di ................
Valid until Issued at

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

www.peraturan.go.id



2018, No.757 84

Contoh 19
(KOP SURAT DIREKTUR JENDERAL)

Nomor

Lampiran : Kepada

Perihal : Permohonan Bengkel Usaha

Perbaikan Peti Kemas Yth. (Nama/Perusahaan Pemohon)

di
Tempat

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ...
Tahun ... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi, disebutkan bahwa untuk mendapatkan
persetujuan bengkel usaha perbaikan peti kemas, badan usaha
atau badan hukum Indonesia mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal.

2. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir disampaikan
persyaratan sebagai berikut:
a....;

b....;
c. dst.

3. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan
pertimbangan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

(NAMA/PERUSAHAAN
PEMOHON)

STEMPEL/CAP PERUSAHAAN

NAMA LENGKAP DAN TANDA
TANGAN PEMOHON

Tembusan Yth.:

Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
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Contoh 20
(KOP SURAT)
Nomor
Lampiran : Kepada
Perihal : Pengembalian Permohonan
Ber}gkel Usaha Perbaikan Yth. (Nama/Perusahaan Pemohon)
Peti Kemas
di
Tempat
1. Menunjuk surat Saudara nomor ... tanggal ... perihal ...,

disampaikan bahwa berdasarkan hasil penelitian atas
persyaratan pada dokumen permohonan Saudara didapatkan
beberapa hal yang harus diperbaiki atau dilengkapi, yaitu:

a. ...
b. ..
C dst
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara

memperbaiki atau melengkapi kembali persyaratan dimaksud
kepada  Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1,
guna proses lanjut.

3. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima
kasih.

(DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT)

Tembusan Yth.:

Direktur Perkapalan dan Kepelautan.
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Contoh 21

PERSETUJUAN BENGKEL USAHA PERBAIKAN PETI KEMAS
LETTER OF PERMIT FOR CONTAINER REPAIR COMPANY

Nomor :
Number

Diterbitkan menurut ketentuan
Issues under The Provisions of The

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ...
tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti Kemas Terverifikasi
Minister of Transportation Decree
No ... Years ... concerning The Safety of Container

Nama Perusahaan
Company Name

Alamat Perusahaan
Company Address

Nama Pemilik/Penanggung Jawab
Owner/ Operator Name

Alamat Pemilik/Penanggung Jawab
Owner/ Operator Address

Nomor Pokok Wajib Pajak

Kewajiban Pemegang Surat Persetujuan
Letter of permit holder responsibility

1. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
perkapalan.
Comply with all laws and regulations related to marine pollution prevention.

2. Mengutamakan aspek keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan.
Prioritize safety aspects in the implementation of activities.

3. Menyampaikan laporan kegiatannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan
kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Reports its activities regularly every 6 (six) months to the Director General of
Sea Transportation.

4. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap terjadi
perubahan kepemilikan, perubahan alamat, perubahan penanggung jawab
perusahaan, dan keterlibatan pihak lain.

Report to the Director General of Sea Transportation any change of ownership
of shares, change of address, change of person in charge of company, and
involvement of other party.
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5. Memberikan informasi yang transparan tentang standar operasional
prosedur yang dimiliki.
Provide the transparent information of the operational standards of
procedures.

Surat Persetujuan Usaha Perbaikan Peti Kemas ini dapat dicabut apabila
pemegang tidak mematuhi kewajiban dan/atau melakukan tindak pidana yang
terkait dengan kegiatan usahanya.

This Letter of Permit for Container Repair Company can be revolved if the holder
does not comply with their obligations or commiting a crime concern with their
business activities.

Surat Persetujuan Usaha Perbaikan Peti Kemas ini berlaku sejak tanggal
dikeluarkan dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama 1 (satu) tahun
dan dapat diperpanjang kembali.

This Letter of Permit for Container Repair Company is valid from the date issued
and is valid throughout in Indonesia for 1 (one) year and may be extended.

Berlaku s/d ..c.coevviiinininn.n. Diberikan di ....................
Valid until Issued at

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
O.B. MINISTER OF TRANSPORTATION
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIRECTOR GENERAL OF SEA TRANSPORTATION
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Contoh 22

TANDA LARANGAN ATAU PENAHANAN PENGGUNAAN PETI KEMAS

&

PETI KEMAS INI DILARANG

DIGUNAKAN SEBAGAI BAGIAN
DARI ALAT ANGKUT DI KAPAL

THIS CONTAINER
NOT APPROVED FOR TRANSPORT

PASAL 313 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN

Setiap orang yang menggunakan peti kemas sebagai bagian dari alat angkut tanpa
memenuhi persyaratan kelaikan peti kemas dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
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Nomor
Lampiran
Perihal
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(KOP SURAT INSTITUSI)

Kepada
Pembebasan Peti Kemas
yang telah Diperbaiki Yth. (Nama Pemilik Peti Kemas/
dan Memenuhi Nakhoda Kapal)
Persyaratan Kelaikan
Peti Kemas di

Tempat

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ...
Tahun ... tentang Kelaikan Peti Kemas dan Berat Kotor Peti
Kemas Terverifikasi, disebutkan bahwa dalam hal Peti Kemas
yang diberi tanda larangan atau tanda penahanan telah
diperbaiki dan menurut petugas pengawas telah memenuhi
kelaikan Peti Kemas, maka Peti Kemas harus diizinkan untuk
digunakan dengan cara melepas tanda larangan atau tanda
penahanan dan menyerahkan surat pembebasan kepada
pemilik Peti Kemas atau Nakhoda.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan di

(sebutkan lokasi pemeriksaan) dengan nomor ... (sebutkan
nomor pemeriksaan) oleh ... (sebutkan nama pemeriksa peti
kemas) terhadap peti kemas dengan spesifikasi sebagai
berikut:

a. nomor Peti Kemas

b. ukuran

c. pemilik

d. warna

e. nomor sertifikat kelaikan peti kemas

dapat dinyatakan telah memenuhi persyaratan kelaikan peti
kemas.

3. Terkait hal tersebut di atas, bersama ini direkomendasikan
untuk dilakukan pencabutan tanda larang yang terpasang
pada peti kemas dan peti kemas tersebut dapat dipergunakan
kembali sebagai bagian dari alat angkut dan pencabutan
tanda larangan harus dilakukan oleh petugas yang ditunjuk
oleh Direktur Jenderal.

4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(NAMA INSTITUSI)
(STEMPEL/CAP PERUSAHAAN)

(NAMA JELAS DAN TANDA TANGAN PENANGGUNG
JAWAB PADA INSTITUSI)

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI
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